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Nofian Wijaya, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
Februari 2019, POLITIK HUKUM PENGATURAN PERKAWINAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, Dr.
Tunggul Anshari SN, S.H., M.Hum., Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lahir atas dasar

falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional. Namun, Undang-

‘aﬁ ASrrBw n‘ Hukum  Asosiasi
Perempuan IndéinCsia unt@@adilan (LBH-APIKﬂ%Ko %

2 n kriti g/tersebut

Hasil dari penelitian ini bahwa politik hukum pengaturan perkawinan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya fraksi Persatuan
Pembangunan yang memberikan peluang untuk berpoligami dengan alasan
menghindari perzinaan yang dilarang oleh agama. sedangkan fraksi Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), fraksi Demokrasi Indonesia, dan fraksi Karya
meminta untuk memberikan persyaratan yang ketat untuk seorang priya yang akan

melakukan perkawinan poligami. Solusi pengaturan perkawinan dalam Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedepannya dalam penyusunan
RUU harus memenuhi semua asas-asas materi perundang-undangan dan menyertakan

ahli Hak Asasi Manusia dalam merevisi atau penyusunan RUU perkawinan dengan
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alasan bahwa pada penyusunan RUU perkawinan pada tahun 1974 tersebut kurangnya
perhatian terhadap Hak Asasi Manusia sehingga menimbulkan pernyataan-pernyataan
yang merasa bahwa Undang-Undang perkawinan hanya menguntungkan salah satu

jenis kelamin saja kedepannya lebih terperhatikan lagi.
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SUMMARY

Nofian Wijaya, Master’s in Legal Studies, Faculty of Law Universitas Brawijaya,
February 2019, Legal Politics of Regulating Marriage in Act Number 1 of 1974
concerning Marriage, Dr. Tunggul Anshari SN, S.H., M.Hum., Dr. Setyo Widagdo,
S.H., M.Hum.

Act Number 1 of 1974 concerning Marriage has been issued based on
philosophical principles in Pancasila and on the ideology aimed to develop national

law. However, Act Number 1 of 1974 has received countless criticism, one of which

has come from Legal Aid Service lﬁh for Justice (LBH-APIK) and
is g1¥

Women National Commission, FhtS criticism el

Article 3 Paragraph 1 incipmppons monogdmy. This law is found
e gra@;‘ cle&&c umber™yef 1974 concerning

poly g‘to husbands. @

0 inconsistence of law in

is also essential that the bill concerning Marriage meet the principles of legislative
materials and involve a view of an expert in Human Right for bill revision or bill
making concerning marriage for fairer law in the future since people have been led to

believe that the existing law seems beneficial for only males when it comes to

polygamy.
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinann lahir atas dasar
falsafah negara yang berdasarkan Pancasila serta cita hukum untuk pembinaan

hukum nasional, selain itu juga mengingat UUD 1945 dalam Pasal 5 ayat (1) ”

Presiden berhak mengajukan an undang-undang kepada Dewan

(&re5 20

Perwakilan Rakyat”, Pasa]

kekuasaan me nd“uA@S”,B 29 ”
s #&l
{ang % Esa. (2) Negara m

enfafil aan tiap-tiap

(2 7.\

untuk méluk agamanyz ,2‘1 masing d$intuk beribadat menurut
‘Al

0 ayat (1) ” Dewa akilan Rakyat memegang

egara berdasar atas

Fraksi Demokr a) yang sangat panjang, pernalf ferjadi aksi walk out
salah satu fraksi di DPR=Ri=ataS=Kehe G-l

Rt aksi-fraksi atau kelompok-

kelompok tertentu dengan dalih adanya pengaruh dari kepentingan agama tertentu
yang mencampuri masalah private warga negara. Rancangan Undang-Undang

(RUU) Perkawinan disetujui oleh DPR RI pada tanggal 22 Desember 1973
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kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Januari
1974.1

Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
terjadi perubahan yang sangat fundamental terhadap kodifikasi hukum perdata
barat, karena Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa ketentuan-
ketentuan perkawinan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek tidak berlaku lagi.

Pernyataan ini membawa pengaruh terhadap Buku I Burgerlijk Wetboek, dimana

ng-Und%agIAs ]B#n 1974 “s¢ntang Perkawinan ini
dari b @g& pihak, Pernyataan pﬂ@keras texha
& P 7

dang P«%winan (Nomjor ANk hhain 1974) y:‘%nemboleh )

/»? iasi Pegpuan Indonesia untuk

4 “(1) Dalam i-n:':n-nmumuﬁ‘-"-’/

dari seorang, sebagaimana
tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan

permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan

! Moh. Syaiful Hafid. Politik Hukum Islam: Pandangan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dalam Legislasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Malang: PT Book Mart Indonesia. 2017. Hal 1

2 Nafi’ Mubarok. Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. AL-HUKAMA The
Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 021 , Nomor 02, Desember 2012.
Hal. 156
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yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang
tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan”, dan 5 “(1)
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai
berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa

suami mampu menjamin keperluan-kep

mereka; c. adanya jamipafrbahwa suami akan be

erluan hidup isteri-isteri dan anak-anak

adil terhadap isteri-isteri

dan anak—an)éﬁtﬁzSyaB#ak ayat (1) huruf a pasal
ini tidak Jdiperluka le seorang suami ap‘a?@ster isterinya tidak

/ % 7 /
A’ dimintai éetujuanny

perjanjian,

L aat menﬁl_ﬁfﬁihak d
\T: ‘l" D C1d :l’

tahun, at& g ',:':fv:‘ ,.,‘ &rlu mendapat penilaigy
i\ Hp pat p /

a 2 (dua)

keturunan da

alah satu jenis kea qn!
Komisi \ ional Perempuan menilai bahwa Undafng-Undang Nomor 1
Tahun 1974 i---a----a--u- asas-asas perkawinan
yang monogami pada Pasal 3 ayat (1) “Pada azasnya dalam suatu perkawinan
seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh
mempunyai seorang suami”, tetapi Pasal 3 ayat (2) “Pengadilan, dapat memberi

izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki

3 Amrie Hakim. Poligami, Masalah Krusial dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan.

2003.  http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol9232/poligami-masalah-krusialdalam-revisi-
undangundang-perkawinan. diakses pada 5 Januari 2018
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oleh fihak-fihak yang bersangkutan” dan Pasal 4 “(1) Dalam hal seorang suami
akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2)
Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di
daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang
apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak

5

angat ‘ﬁlihat ba Iv a terjadi

Nomor 1\ Tahun 1974 tenta ok " tali penyebab
i (7

Masyhurat Usman beristri 10 orang, Deta Raya beristri 12 orang, Otong Gunawan
beristri 37 orang, Lalu Juaini Rahman alias Jon beristri 44 Orang, dan Marsan

alias Bewok beristri 94 orang.

4 Yulianti Muthmainnah, “Penting, Revisi UNDANG-UNDANG Perkawinan”

http://www.komnasperempuan.or.id/penting-revisi-Undang-Undang-perkawinan/, diakses pada 1
Januari 2018
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Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah legaly policy atau garis
(kebijakan) yang resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan
pembuatan hukum baru, maupun dengan penggatian hukum yang lama, dalam
rangkai untuk mencapai tujuan negara.’

Menurut Padmo Wahyono politik hukum adalah kebijakan dasar yang

menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang mau dibentuk.® Selain itu juga

menyebutkan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara

5 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2014), Hal. 1.

¢ Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1986, Cet. 1I, Him 160

7 Padmo Wahyono, Menyelisik Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan, dalam
majalah Forum Keadilan, No. 29 April 1991, Hlm 65
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1.3. Tujuan Penelitian.
Berdasarkan rumusann masalah di atas, maka tujuan dari penulisan tesis ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis Politik Hukum Pengaturan Perkawinan dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk menganalisis dan memberikan Solusi Pengaturan Perkawinan menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedepan.

B @pat me

kepentinga epentlngan praktis. B

; manfaat untuk

pentingai\iteoritis, ihasil

dijadikan sebuah rekomendasi pemi 2 jgambilan sebuah

1.5. Kerangka Teoritik

Dalam penulisan proposal tesis yang merupakan langkah awal dari sebuah
penelitian, penulis memerlukan teori sebagai pisau analisis terhadap isu hukum
yang telah penulis tetapkan. Kegunaan teori hukum, khususnya dalam konteks

norma yaitu untuk membangun kesatuan sistem norma dan hubungan yang
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masalah hukum. Artinya, teori hukum harus dijadikan dasar dalam memberikan
penilaian (preskripsi) apa yang seharusnya menurut hukum.®

Oleh karena itu diperlukan teori-teori yang relevan dalam menganalisis isu
hukum. Teori yang digunakan penulis dalam proposal tesis ini yaitu teori
perundang-undangan, teori poligami dan teori HAM.
1.5.1 Teori Perundang-undangan

Ilmu Pengetahuan Perundan esetzgebungswissenschaﬁ) atau
science of legislation :

\. ilmu interdisipliner
entanwASnBWran negady, Tokoh-tokoh utama

yang mempelaja
yang meng n b&ilmu ini antara lain %Pet
r'd

istilah esetzgebueehre, Jurgef] & 60 i85 1975) de(‘%
atau tgevingsgde, dan, AN TN
- :
wetgev
(1975) d ,_l ang-undangan.’

i\ ]

diajukan ter n\
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangand gaitu undang-undang

yang berlaku sebelum Undang-Uidang-NCHiGi— ahun 2011 muncul. Istilah
pengesahan dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang yang bersangkutan, tidaklah

tepat. Istilah ‘pengesahan’ berakibat yang dimaksud peraturan Perundang-

8 Jazim Hamidi, Moch. Adi Sugiharto, Muhammad Thsan, dkk, Membedah Teori-Teori
Hukum Kontemporer, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), Hal. 18.

® Maria Farida Indrat Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan,Y ogyakarta: Kanisius, 2007,
Hlm 1-6.

<
=
2
=
aa)

UNIVERSITAS




.aC.1

ub

FEPOSHOFY

<
=
2
=
aa)

UNIVERSITAS

undangan hanyalah undang-undang, oleh karena peraturan Perundang-undangan
lain tidak memerlukan pengesahan, tetapi cukup suatu penetapan'?.
Permasalahannya adalah, terkadang hukum yang dirumuskan kurang
sesuai dengan kehendak masyarakat atau tidak mencerminkan keadilan dalam
masyarakat. Pembentukan undang-undang dengan cara yang modifikasi yang baik
disertai kajian yang mencukupi, dapat diharapkan hukum akan menjadi pedoman
dan menjadi panglima, serta dapat berlaku sesuai dengan perkembangan

masyarakat. Pada intinya menyebtit~bahwa ilmu pengetahuan perundang-

ang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa:
“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan

Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,

10 Maria Farida Indrat Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan,Y ogyakarta: Kanisius, 2007,
Hlm 12

! Maria Farida Indrat Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan,Y ogyakarta: Kanisius, 2007,
Hlm 2-3
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pengundangan.”
Proses pralegislasi atau perancangan Undang-Undang diatur dalam Pasal
18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yang menjelasakan bahwa:
“Penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:

a. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;
b. Perintah Kete -- atan Rakyat;
p%Qﬁ'haan pembangunan nzﬂc@;

) pAnjang nasml;

jans
ang é
heY ki

=
Vit

1 |

(1) Rancangan
Presiden.

(2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPRsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berasaldari DPD.

(3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR,Presiden,

atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

UNIVERSITAS
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z
=
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Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakberlaku

bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang
menjadi Undang-Undang; atau

c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutanPeraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Rancangan Undang ana dimaksudpada ayat
(4) disertai defigtin keterangan yangmémuat pokok pikiran dan

-
o

pembentukan, pemekaran, dan penggabungandaerah;

pengelolaan sumber daya alam dan sumber dayaekonomi
lainnya; dan
perimbangan keuangan pusat dan daerah,dilakukan dengan

mengikutsertakan DPD.

10
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(3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RancanganUndang-
Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan hanya
pada pembicaraan tingkat 1.

(4) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RancanganUndang-
Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3) diwakili

oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan

Rancangan Undang-Undang yang dibahas.

©)

1. Lembaran Negara-RepublikIndoncsi
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
3. Berita Negara Republik Indonesia;

4. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

5. Lembaran Daecrah;

6. Tambahan Lembaran Daerah; atau



.aC.|

ub

repository

UNIVERSITAS

<
z
=
=
2

12

7. Berita Daerah.

Pasal 88

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak
penyusunan Prolegnas, penyusunan RancanganUndang-Undang,
pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan
Undang-Undang.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan

qglA81 Br'@o Soekahip, dalam pembentukan
memﬁ :

g-undau%dak berlaltagurs lﬁl

Afg-undang yang dibu}t| §lct pang tertinggi mempunyai kedudukan

asas peraturan
perunda

a) Und:

¢) Undangyiindang  yang  befsifa hiisgs ‘
U

melumpuhlsan undang-undang yahg'bersifat umum (lex spasialis derogat lex

generalis)

d) Undang-Undang yang ba

Kammengatalikan-undang-undang yang lama (lex
posteirori derogat legi priori)

e) Undang-undang merupakakan sarana maksimal bagi kesejahteraan spiritual

masyarakat maupun individu melalui pembaharuan dan pelestarian.
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Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan
berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yaitu:'2
1) Kejelasan tujuan;

2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3) Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
4) Dapat dilaksanakan;

5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan
6) Kejelasan rumusan dan keterbukaa
Asas-asas Materi Muatan erundang— Undangan

harusnya m¢ gandurgcﬂ

perundang-undangan
-asas antara lain;!3
P
/

a) PenGdyoman, béngsi me indungan Gfam rangka ‘pienciptakan

‘ traman n%arakat; ‘ ,_(_‘.N ‘ ‘<
\ >

b) Kemgnusiaan, perlindun ¢ chgrifdtan hak-hak asasi nusia serta

a

(
\

-

lonesia secara

dan penduduk I

proporsional;

)
. menjaga prinsip Ne Kesatuan Republik I

c) Kebangs

donesia;

d) Kekeluargaa s mencerminkan

setiap  pengambilan  keputusan

musyawarah untuk
e) Kenusantaraan, senantiasa memperhatikan seluruh kepentingan Negara dengan

berdasarkan pada sistem hukum nasional dan Pancasila;

12 Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

3 Jazim Hamidi, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. Jakarta: Prestasi Pustaka
Publisher. 2008 Him 20 - 23
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f) Bhinneka Tunggal Ika, memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku,
dan golongan;

g) Keadilan, menempatkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga-negara
tanpa terkecuali;

h) Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, setiap pengambilan
keputusan tanpa membedakan latar belakang (agama, suku, ras, golongan,

gender atau status sosial);

j) Adanya %WM, B#(es antara kepentingan
individy/dan masy dengan kepentinganﬂ@.dan Negara.

- 'd
(¥

1.5.2
1.5.2.1

el , yaitu polus
yang bera ngertian kata ini

lebih dari seorangy |

el

Sistem perkawina

WA OT A0 Ll

empunyai lebih seorang istri

dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih

dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.'3

14 Tihami, Sobari Sahrani, Figh Munakahat : Kajian Figh Lengkap. Jakarta: Rajawaali
Pers, 2013, Hal 351

15 Tihami, Sobari Sahrani, Figh Munakahat : Kajian Figh Lengkap. Jakarta: Rajawaali
Pers, 2013, Hal 351
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Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan

FEPOSHOFY

yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu
yang bersamaan.'®

Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih
dari seorang istri dengan istilah poligami yang berasal dari kata polus berarti
banyak dan Gune berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang

mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata

polus yang berarti banyak dan Andrestberarti laki-laki.!”

Jadi, kata yang te g r mempunyai istri lebih
dari seorang dalé waktu% @ASarBPdalah poligini bukan poligami.
Meskipun dg sehari—harﬂ:@imaksu dengan poligami

) 7
itu ad i donoan lebiflari seorang jperempuan

R

g

i
i

undang.

Perkawinan lebi

arit Sa ll-llulnmlnllulfn a

anakan apabila ada izin dari
satu orang baru dilaksanakan apabila ada izin dari Pengadilan Agama terlebih
dahulu.’® Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal

yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau kawin

16 Eka Kurnia, Poligami Siapa Takut, Jakarta, Qultum Media, 2006, Hal 2

17 Tihami, Sobari Sahrani, Figh Munakahat : Kajian Figh Lengkap. Jakarta: Rajawaali
Pers, 2013, Hal 352

18 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta, Kencana,
2006, Hal 9

<
=
2
=
aa)

UNIVERSITAS




.aC.1

16

ub

lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara
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ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan
rumah tangganya. Biasanya hubungan dengan istri muda dan istri tua menjadi
tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus pada
bertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini biasanya
terjadi jika ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu

tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang,

perkawinan yang ki antisipasi lebih awal dalam
membatasi kawinZlebi i i alasan dan syarat-syarat

tertentu. '’

melakukan polig% tetapi detige I i dia dagberlaku ,

warahmah,\g8inta kasih dan sayang

I

tidak berarti dan permaksud merendahkan dan me am perempuan (para

KRV R T e O A ke

isteri). Tetapi justeru s€ba diipan sangat dimungkingkan
terjadinya suau kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan

poligami demi harkat, martabat, dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di

dunia maupun di akhirat kelak.?

19 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta, Kencana,
2006, Hal 10

20 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinnan dan Perkawinan Tidak dicatat. Jakarta: Sinar
rafika, 2010), Hal 37

<
=
2
=
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1.5.2.2 Landasan Hukum Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan
tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian
seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi
apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks
atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriah. Islam, pada dasarnya, menganut

sistem monogami dengan’’ memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami

i e ._‘,)
i :'a“:“w e i .22
karenajtidak sem%a mem j ‘4"1' D) Aintuk béghgaml.

Kemudian jika \_ . Maka (kawinilah)
seorang saja, atau budak=bv yang demikian itu adalah lebih

dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

22 Tihami, Sobari Sahrani, Figh Munakahat : Kajian Figh Lengkap. Jakarta: Rajawaali
Pers, 2013, Hal 357
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Ayat di atas menyebutkan kebolehan poligami yang dilakukan jika
diperlukan karena khawatir tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim
dengan syarat yang cukup berat yaitu keadilan yang bersifat material.

Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhialil Qur“an mengatakan bahwa ayat ini
bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Maka, yang dituntut
olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya.?

Ayat ini juga menerangkan tentang rukhsah “kemurahan” untuk melakukan

poligami disertai dengan -e--: ian seperti itu bila dikhawatirkan tidak
data berlaku adil, dan di¢iupkannya . ogamy dalam kondisi seperti

ipiNgTesungguhnya Islam a eraturdn
%Qge gguhnya Isl %/p t

yang reAtis dan
Sy

itu.

bagi manusia,

AN, dalam Tafsir Al-Jalalain hwa adil diartikan
sebagai giliran -u-;m--—mm'- qut=M. Quraish Shihab ayat ini
menyumpulkan tentangg kebolehan poligami dan kebolehannya dapat

diberlakukan dalam kondisi darurat dengan persyaratan yang cukup berat.?’

2 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hal 275

24 Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur’an Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hal 276

25 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur“an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan
Umat. Bandung: Mizan, 1996. Hal 199
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Imanuddin Husein berpendapat bahwa poligami dibolehkan di dalam Al-
Qur’an bahkan di dalam syariat poligami, bukan hanya terkandung hikmah tetapi
lebih dari itu ada pesan-pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk
kebahagiaan manusia. Baginya poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk
mengangkat harkat dan martbat wanita. Untuk itulah Islam telah mensyariatkan
poligami lengkap dengan adab yang harus dijunjung tinggi bagi setiap laki-laki

yang akan berpoligami.?¢

1.5.3 Hak Asasi Manus
Hak Asasi Manugia” merupakan hak yaig, melekat pada hakekat dan

éa'\‘ﬁaAgSTB#ng Mahs
ng w&j/thormaﬁ, dijunjung tﬁ@;n dilinhy

oy

emerinta,\h;an setiap oAy ehormata$#rta perlindifgan harkat

sa, dan merupakan

oi oleh negara,

Oleh sebab itu

iyang-dasat—dain-pokok HAM sering dianggap
sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun, bahkan tidak
ada kekuasaan apapun yang memiliki keabsahan untuk memperkosanya. Dengan

kata lain, HAM perlu mendapat jaminan oleh Negara atau Pemerintah, maka siapa

saja yang melanggarnya harus mendapat sangsi yang tegas.

26 Imanuddin Husein, Satu Isteri Tak Cukup. Jakarta: Khaznah, 2003. Hal 106
27UU HAM No. 39 tahun 1999 pasal 1
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Akan tetapi HAM tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas
HAM seseorang adalah HAM yang melekat pada orang lain. Jadi disamping Hak
Azasi ada Kewajiban Azasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya
mendapat perhatian telebih dahulu dalam pelaksanannya.Jadi memenuhi
kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak.

HAM merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia

dilahirkan kedunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan.

s
'?fj

Negara dan Pemerintah. Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung
jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak setiap warga
negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Tindakan diskriminatif terjadi apabila ada pembatasan, pelecehan atau

pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung membedakan manusia atas
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dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi,

repository

jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik; yang berakibat mengurangi/menghapus
pengakuan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik ndividual maupun
kelompok dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek
kehidupan lainnya.

Berbagai hak asasi diberbagai aspek kehidupan dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Hak asasi politik (political aitu hak untuk ikut serta dalam

pemerintahan, v' th dan dipi Q
dan sebagai

T S BR

ekono% perty right), hak untuk

ilu, hak mendirfikan partai

d. Hak asasi sosiel dan kebudayan (social and misalnya hak untuk
memilih pendidikan; mengeciibangkankcbldayaan dan sebagainya.
e. Hak atas pribadi (personal right), yang meliputi kebebasan menyatakan
pendapat, kebebasan memeluk agama dan sebagainya.
Tindakan diskriminatif tersebut diatas merupakan pelanggaran HAM, baik
yang bersifat vertikal (dilakukan aparat negara terhadap warga negara atau

sebaliknya) maupun horisontal (antar warga negara sendiri); dan tidak sedikit

UNIVERSITAS
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yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat (gross violation of human

repository

right).
Yang dimaksud pelanggaran HAM berat meliputi:?
a. Pembunuhan massal (genocide)
b. Pembunuhan sewenang-wenang atau pembunuhan diluar putusan pengadilan
(arbitrary/extra yudicial killing)
c. Penyiksaan

d. Penghilangan orang secara pa

e. Perbudakan

¢ Diskriminasis . 6 . - . riminatiOI’l)
ahwa “wang dimaksud

?—'L_,
. . A
Algngi/ membatasi HA t{t SEST

. )
asarkan mekanisme huki

L

o

1.6.1.Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi.” Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian

hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip

28 Muhtas Majda El,. Dimensi Dimensi HAM. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hal 29
29 Muhtas Majda El,. Dimensi Dimensi HAM. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hal 27

UNIVERSITAS
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Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah
sebagai berikut:

“Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan
sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis
hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin
memprediksi pembangunan masa depan”

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah
yuridis normatif. Hal ini dipergunakafizsebagai usaha mendekatkan permasalahan
Z

gv”sifat hukum norm:

yang dikemukakan deng

mengadakan an. '% ﬂdAt&axBP@t' anPerkawinan Poligami

dalam Unddn®s Tahun 1974 Ten

el .
Han “"5 Pendekatan histofis adalah suatu

I

memprediksi preses gejala pada masa yang ak ini harus dilakukan
oleh peneliti '-YH-ll-l-mn:zll"" agandan histori merupakan titik

fokus dari penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang dihadapi.

Pendekatan ini berguna untuk mencari kandungan filosofis dan pandangan-

pandangan antar fraksi Dewan Perwakilan Indonesia (DPR RI) yaitu, fraksi
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Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Fraksi Golongan Karya, Fraksi
Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Demokrasi Indonesia.
1.6.3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak mengenal adanya data-data. Guna
memecahkan isu hukum sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang
seharusnya dilakukan untuk memecahkan isu hukum, maka diperlukan sumber-
sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian tersebut dapat dibedakan menjadi

sumber-sumber penelitian yang bertipawbahan hukum primer , bahan hukum

sekunder, dan bahan no

Bahanr r\e‘pks B # ersifat autoritatif yang

artinya bah

hukquQg memiliki otoritas. drti bahwa bahan

perund capta )“'-'3 /‘” au rlsag di dalap
W

'li.i

Perkawinan
d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-



.aC.1

ub

I‘EpOSItOI’y

<
=
2
=
aa)

UNIVERSITAS

25

buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan
serta pendapat para sarjana.

Bahan non-hukum atau bahan hukum tersier sendiri adalah bahan penelitian
yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian. Bahan ini
menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukum. Bahan hukum
tersier yang digunakan juga hanya bahan hukum yang berhubungan secara

langsung dengan materi penelitian.

Teknik pengumpu imaky

hukum dalam pe . TWASH]BW

deng%qa’%paran penclitian d
AN Y

dan berkaifa
kepus va .

S
han hukg primer,
=

baik yang

hukum atau bahan hukum tersigt/ diperoleh dengan

mengumpulkan artike ¢ et gar internet. Bahan hukum ini

juga diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan
perkawinan.
1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.

Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh
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Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor
(pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat
khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau
conclusion.

Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan

hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan

norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menentapkan standar

b) Langkah pembahasa

arakikan-dengai-Taenretaskan pandangan-pandangan
antar fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) terhadap lagislasi
Undamg-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian tentang politik

hukum pengaturan perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
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tentang perkawinan sepengetahuan peneliti belum ada tulisan atau penelitian yang

mengkajinya, berdasarkan pada penelusuran kepustakaan yang dilakukan dapat

FEPOSHOFY

dikatakan tingkat keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.
Meskipun demikian akibat keterbatasan dalam penelusuran hasil-hasil penelitian
khususnya yang tidak dipublikasikan, maka tidak menutup kemungkinan pokok
persoalan yang diteliti oleh peneliti sebelumnya karena disiplin ilmu yang sama

tetapi dari sudut pandang yang berbeda.

h dilakukan antara lain:

Berikut bebera

tik Hukum
Phawinan dalam
Undang-Undang Nomor
1 Tahun//1974 tentang
Perkawjihian

Rumusan Masaleh 1. Bagaimana Poligami | 1. aimana  Politik

menurut Hukum| ukum  Pengaturan

p—
Positif? Perkawinan dalam

2. Bagaimana Poligami Undang-Undang
menurut Hukum Nomor 1 Tahun 1974
Islam? tentang Perkawinan?

2. Bagaimana Solusi

<
=
2
=
aa)
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Penaturan
Perkawinan menurut
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

kedepan?

Fokus pada  Politik
Hukum  dan  Solusi
kedepan

Pengaturam

dalam

%Tahun 1

Perbedaan Fokus terhadap Poligami
Positif
&

b o
NI P

; d

D 9 p

Al ‘

Judul Problematika Hukum

@awinan

Poligami di Indonesia__4

p—

Polit Hukum

gaturan  Perkawinan
dalam  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan

Poligami dalam

1. Bagaimana  Politik

Hukum Perkawinan
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Undang-Undang Pengaturan dalam
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Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang
Penjelasan PP Tahun Nomor 1 Tahun 1974
1975, dan Kompilasi tentang Perkawinan?
Hukum Islam (KHI)? | 2. Bagaimana Solusi
2. Bagaimana Relevansi Pengaturan
Ketentuan  Poligami Perkawinan menurut

dal Undang- Undang-Undang

Undang Nomo Nomor 1 Tahun 1974

5\1aAS B R

Penjelasan PP Ta

ntang Perkawinan

Perbed Politik

an  Solusi
Pengaturan
dalam
Tahun 1975, dan g-Undang Nomor
Ml Tahun 1974 tentang
(KHI) dan Relevansi | Perkawinan
Poligami dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun
1974, Penjelasan PP

Tahun 1975, dan

UNIVERSITAS
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Kompilasi Hukum Islam
(KHI)
Hal-hal yang Hendra Prawira Nofian Wijaya
membedakan
Judul Permohonan Izin | Politik Hukum
Perkawinan Poligami di | Pengaturan Perkawinan
dalam  Undang-Undang
omor 1 Tahun 1974
‘3 erkawinan
;&
Rumus asalah S‘/ Politik
E engaturan
) dalam
ndang

pelaksanaan

perkawinan Poligamj
—

setelah mendapat izin

poligami dari
Pengadilan ~ Agama
kota Padang?

3. Apakah akibat hukum

g Perkawinan?

Solusi

Perkawinan menurut
Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

kedepan?

<
z
=
=
2
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terhadap harta
bersama pada
perkawinan poligami?

Perbedaan

Fokus  pada  proses
perizinan Poligami,
pelaksanaan  Poligami,
dan Akibat hokum harta

bersa oligami

Fokus pada  Politik
Hukum  dan  Solusi
kedepan Pengaturan
Perkawinan dalam

Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang

1.8.

BAB 1 PENDAHULU

Bab ini merupakan awal dari dimulainya penelitian yang peneliti angkat

sebagai karya tulis ilmiah dengan permasalahan inkonsistensi hukum, yakni dalam

ketentuan pasal monogami pada Pasal 3 ayat 1, tetapi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4

membuka peluang untuk melakukan poligami.
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BAB II KAJIAN PUSTAKA

Sebagai landasan berpijak dalam mengangkat permasalahan sebagai
penelitian hukum tentu harus dilengkapi dengan dasar berpijak melalui kajian
pustaka. Dalam kajian pustaka ini memuat tentang kajian politik hukum, kajian
Poligami, dan Hak Asasi Manusia.
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bab inti dari keseluruhan bab yang ada, karena bab ini
merupakan hasil analisis dan pembahasan_atas rumusan masalah dalam tesis ini
yaitu tentang Politik A'v inan dalam Undang-Undang
074 tenﬁ ASWBﬁan Solu®
ng—Un%Q?%mor 1 Tahun 1974 g@?erkaw an kedepan.

Nomor 1 Tahup

-

KESIMESRAN DAN €44 -t

kedepan.
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BABII

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Politik Hukum
Politik hukum merupakan suatu pilihan hukum-hukum yang akan
diberlakukan atau tidak diberlakukan yang semuanya dimaksudkan untuk

mencapai tujuan negara. Politik hukum adalah /egal policy atau garis (kebijakan)

resmi tentang hukum yang akan dib n baik dengan pembuatan hukum baru
maupun dengan penggantiz ngka mencapai tujuan negara.!
Pengertia /

iandi atas S\C‘ AgsarB kendapat dengan beberapa pakar
ipolitik hl%g'adalah kebijakan dasar \ G

yang cakupannye iputi j —r/ i .
Tujuan aapa yang hendak-ereapaimetaiuisisiChi-yang ada; (2). Cara-cara apa dan

yang mana yang dirasakan paling baik untuk untuk dipakai dalam mencapai
tujuan tersebut; (3). Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu

diubah; (4). Dapatkah suatu pola yang baku dan kapan dirumuskan untuk

! Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pres. 2010 Hlm 1

2 Padmo Wahyono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1986, Cet. 11, Him 160

3 Padmo Wahyono, Menyelisik Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan, dalam
majalah Forum Keadilan, No. 29 April 1991, Hlm 65
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membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk
mencapai tujuan tersebut dengan baik.*

Politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang
berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang
diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung
dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.’ Selain itu juga
manyebutkan bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan

peraturan-peraturan yang baik se ngan keadaan dan situasi pada suatu

waktu.®

Politik hukh sebag'\f‘gA)ScyB)@g huku kan diberlakukan
atau huku tid@ﬂerlakukan untuk mencﬁ@g’uan negafa, Disini hukum
7

/-~

: sebgaAat untuk @)
~ \

“ujuan nedefa. Hukum

saat ini.

4 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, Cet III, Him 352-
353

5 Soedarto, Perkembangan Ilmu Hukum dan Politik Hukum, dalam majaha hukum dan
keadilan, No. 5 Tahun VII, Januari-Februari 1979, Hlm 15-16. Lihat juga dalam
Soedarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum
Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1983 Hlm 20

¢ Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumn, 1986 Hlm 151

7 C.F.G Sinaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,
Bandung: Alumni, 1991 Him 1
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Politik hukum ada yang yang bersifat permanen (jangka panjang) dan ada
yang bersifat periodik.® Politik hukum yang bersifat permanen misalnya
pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan
antara kepastian hukum, keadilan,dan kemanfaatan penggantian hukum-hukum
kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh
negara. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dan lain sebagainya.

Sedangkan politik hukum yang bersifat periodik adalah politik hukum

ada leb (012532 1% Y b dl di dalam

19 ada 160

réencana

i

‘if.‘h dicantumkan di dalam Program

Legislasi

8 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pres. 2010 Him 3

® Prolegnas adalah daftar rencana UU yang akan dibentuk selama satu periode
pemerintahan untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi pada periode yang bersangkutan.
Prolegnas ditetapkan oleh ketua DPR berdasarkan kesepakan antara DRP dengan Pemerintah.
Prolegnas memiliki dua fungsi yankni sebagai potret tentang rencana materi hukum-hukum (dalan
arti undang-undang) yang akan dibuat dan sebagai prosedur atau mekanisme pembuatan UU itu
sendiri. Kesalahan dalam pembuatan materi UU dapat diuji secara materiil sedangkan kesalahan
dama prosedur dan mekanisme pembentukannya dapat diuji secara formal. Mahkamah Konstitusi
(MK) dapat melakukan uji yudisial (judicial review) baik secara materiil maupun formal untuk
tingkat UU terhadap UUD 1945; sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan yang
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Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelengara negara dalam bidang
hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang

berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.'”

1.2 Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan
produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada

kemajemukan bangsa Indonesia, kavaakan budaya, nilai dan pluralisme hukum.

X epentiéﬂ ASCIB#

iap &i pengawasan, budgeti

rupakm;wujud dari¥)ngba

opdds pembuatan peratugan perundang-
e

pertimbangan delam keputusan pembuatan hukum, sehiigga mencapai suatu

konsensus bersama, buka "-m----w..-m...--m penguasa, tanpa

membuka ruang-ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif.
Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan

partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum

pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma

10 Imam Syaukani A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasra Politik Hukum. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2004, Hlm. 58
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hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya
memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu
menghadirkan produk hukum yangmengandung nilai keadilan sosial (social
Jjustice/substantial justice)."!

Indonesia sebagai negara hukum yang mengikuti tradisi hukum

kontinental, menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sendi

utama dalam sistem hukum nasionalnya, oleh karena itu, pembangunan nasional

selalu diiringi dengan pembangumefizsistem hukum yang berkelanjutan dan

terintefrasi untukémberikan m hukum
nasional dapat b%lan dengaaggeratd 1emberikan
kemanfagtan bagi terpenuhi i y Walvitr {810 emakmuran
( | /||
masyarak natpeniukaaits
—H '!!'3‘

M) tertulis
all yang

atau ditetapkan

ditetapkan dalam perdturas

RCLUIIICA IO T Cla 4@ .

Menurut Bagir Manan,
Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat,
ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang

mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.

' Nugroho Wahyu, 2012. Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif
Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 3.

2 BAB I Ketentuan Umum, Bagian Kedua, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
PeraturanPerundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang
berwenang dan mengikat secara umum.

Peraturan perundang-undang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat
negara. Hal ini berbeda dengan norma agama misalnya, yang merupakan wahyu

dari Allah SWT. disamping dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara,

peraturan perundang—undan :
sanksi tersebut d ipa oleh alat negara. Dengan

apat dipaksakan pelaksanaaii
demikian ked%\ﬁrﬁs pﬁk‘g—unda angnya dari luar,
yakni dipdkSakan %ﬁm sanksi. Sedangkﬁ@atuhan .erhadap norma
V4 F Z.. \
@sadafan diri se’fﬁri untuk

£ A

emuat sanksi bagi pelanggarnya, dan

Y a

afldtangnya dédalam, ki
gnya ¢ed y

adalah sebagai \Derikut:'* a). Perencanaan peraturan perundang-
'lnm:ﬁu—ﬁlm"‘ 7 dan naskah peraturan

perundangundangan; c). Pengusulan; d). Pembahasan; e). Pengesahan; f).

undangan; b).

Pengundangan; dan g). Penyebarluasan.
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan peraturan perundang-undangan, diatur mengenai tata urutan

3 Nukila Evanty dan Nurul Ghufron, Paham Peraturan Daerah Berspektif Hak Asasi
Manusia, Rajawali Press, Jakarta, 2014. Hlm. 30.
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peraturan perundang-undang di Indonesia dengan susunan sebagai berikut:!# a).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat; c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang; d). Peraturan Pemerintah; e). Peraturan Presiden; f).

Peraturan Daerah Provinsi; dan g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1.3 Sejarah Poligami

Apabila seseorang berbicaraZtentang poligami, maka orang langsung
mengira, bahwa Islam se - n, poligami. Padahal poligami
eWAﬁu Bﬁt y a
dapat dipepé . Qg?contoh, pintu darur%da pad

aéerpaksa saft) daag|tstbuka dan difanfaatkan. HAlam situasi

il

dalam pandangap

sewaktu-waktu saja

apesawat terbang,

karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusig. Pendapat demikian

sungguh keliru dan meny
Mahmud Syaltut, ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami

sebagai bagian dari ajaran islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan

14 Ida Zuraida, Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta. 2013. Hlm.
15

5 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam. Jakarta: Cendana, 2006,
Hal 269
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oleh syari’ah.!® Untuk menghilangkan anggapan yang kurang benar itu, di dalam
tulisan ini dicoba menjelaskan sekilas mengenai sejarah poligami.

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, manusia di berbagai belahan
dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami dipraktekkan
secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah
Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktekkan poligami,
malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-

rata pemimpin suku ketika

suku mempunyai istri sampa
%\e@spgslhﬁ @elah tu

a e@'mrang turun, yakni qu@!isaa: (
’'d
":' {

ydi wstri lebih dét(empat agar wienceraikan

uhan istri, bahkan tidak sedikit kepala

ayat yang membatasi

. Nabi segera

kebolehan poligdmi, tetapi mengabaikan sama sckali syaftat yang ketat bagi

kebolehannya itu.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan
masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa di mana masyarakat
memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur,

sebaliknya pada masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan

16 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2004. Hal 44
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terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami
pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di
mata masyarakat.

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami itu tidak serta merta dihapuskan.
Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu
melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kanduangan ayat.
Perubahan mendasar yang dilakukan Nabi berkaitan dengan dua hal.

ihanya sampai empat. Sejumlah riwayat

Pertama, membatasi m.\

memaparkan pemb oligami tersebut di ahel

erledita: “Ket“aA&sBl#n aku

Muawiyah
Rosulullah/bérkata: é&lkanlah yang satu da%‘ankan pdng empat. Pada
7

By | “Ketika mas#Islam ako\) empunyai

aranya riwayat dari Naufal ibn

miliki lima oran istri.

“pilih dari

Al-Tsaqafi

harus berlaku a , . - senal syarat apapun

embawa kesengsaraan dan
penderitaan bagi kaum perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak
terikat dengan keharusan berlaku adil. Islam memperketat syarat poligami

sedemikan rupa hingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri
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repository

pada masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya.

1.4 Sejarah Perkembangan HAM
Lahimya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Charta. Ide untuk
merumuskan dalam suatu naskah internasional berangkat dari kondisi perang

dunia yang melibatkan banyak pihak di dunia ini, dimana hak asasi manusia pada

saat itu terinjak-injak. A
Perang dunia ke Zdan ke Il telah mercwitalisasi HAM menjadi wacana

dunia dengan dide anﬂLA}& B Q
m@ght (pernyataan sedunﬂ g HA
A% r‘. A

Declaratio pada tanggal 10

Desembér 1948 olak)egara neg efgabung dé% PBB Sebglum adanya
deklar eberapénaskah AM yang
mendahuui ifat §niyeTeREg 1. Naskah-naskah tegsebut sebagai

b. Bill of Right (Undnag-Undang Hak 1689)
Suatu UU yang diterima parlemen Inggris, yang merupakan perlawanan

terhadap raja James III dalam suatu revolusi yang dikenal dengan istilah The

17 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
2004. Hal 48

¥ Muhtas Majda El,. Dimensi Dimensi HAM. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008,
Hal 30

UNIVERSITAS
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Glorious Revolution of 1688 Declaration des Droit de I’'home et ducitoyen
(pernyataan hak-hak manusia dan warga negara 1789). Suatu naskah yang
dicetuskan pada permulaan revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap
rezim lama.
c. Bill of Right (Undang-Undang Hak)
Suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika pada tahun 1769, dan

kemudian menjadi bagian dari UUD 1891.

Apabila dilihat dari perspe bstansi yang diperjuangkan, sejarah
perkembangan HAM di d .-.* empat generasi.

Generasi r bﬁrA@Sn Blk s

aspek hukdm dan Pandangan ini me keras terhadap

AM berpusat pada

Generasi ketiga mengembangkan adanya kesatuan antara hak ekonomi,

sosial budaya, politik dan hukum dalam satu wadah yang disebut hak
pembangunan. Kondisi ini muncul sebagai reaksi atas ketidak seimbangan dalam
kehidupan bermasyarakat, dimana berbagai aspek lain diprioritaskan dan aspek

hukum diabaikan.
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Generasi keempat mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk'®
memenuhi hak asasi rakyatnya. Artinya urusan hak asasi bukan urusan orang per
orang, justru merupakan tugasnegara. Generasi ini dipelopori negara-negara Asia
yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak-hak rakyat yang disebut
“Declaration of the Basic Duties og Asian People “. Deklarasi ini lebih enekankan

pada persoalan-persoalan kewajiban asasi bukan lagi hak asasi. Karena kata

kewajiban mengandung pengertian keharusan akan pemenuhan, sementara kata

bangsa. Oleh k

afgna itu penjajahan diatas dunia harus dijfg
sesuai dengan perikematiustaaii e A=

Pada sejarah ketatanegaraan RI, rumusan HAM secara eksplisit

puskan karena tidak

dicantumkan dalam UUD RIS, UUDS, maupun UUD 1945 hasil amandemen?.

Pada pelaksanakan sidang umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan Tap.MPRS

19 Undang-Undang Dasar 1945
20 Ubaedillah Rozak abdul, Pendidikan kewarganegaraan, Jakarta : ICE UIN Jakarta,
2009, Hal 45
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No.XIV/ MPRS/1966 tentang pembentukan panitia ad hoc untuk menyiapkan
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rancangan Piagam HAM dan Hak serta Kewajiban warga negara. Hasil rancangan
panitia ad.Hoc tersebut pada sidang umum MPRS 1968 tidak dibahas, karena
lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan
rehabillitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional
pemberontakan G 30 S/PKI.?!

Selanjutnya pada tahun 1993, berdasarkan Kepres No. 50 tahun 1993

dibentuklah Komnas HAM.Ketika mum MPR RI tahun 1968 perumusan

BHN.Selanjutnya tahun 1999

lahir UU H. 9 tahé\'QAﬁaeBr#u *

aen UUD 1945 yang
000, r@'ﬂAM secara eksplisitﬂ@g d D 1945 tepat

tentang HAM sec flah tercantum dala

Perkawinan dikatakan “Sah=—a

T

drut hukum masing-masing

23

agama dan kepercayaannya itu.~ Kemudian, perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku®* di Indonesia.

2! Muhtas Majda El,. Dimensi Dimensi HAM. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hal 37
22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

23 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1

24 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2
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mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh
(wathi’). Nikah menurut arti sesungguhnya adalah hubungan seksualitas, tetapi
menurut arti majazi atau secara hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan
halal hubungan sesksualitas sebagai suami istri antara seorang pria dengan

seorang wanita.?

Beberapa penulis menyebutkan pernikahan dengan kata perkawinan.

(7
V%#) §83
‘uﬁ%
Wi

Perkawi an suatu perjanjian ang laki-laki dengan
seorang wanita untuk 1 benlllkelnarga-—Sakinali mawaddah warahmah dan
adanya perjanjian yang sangat kuat (miitsaaghon ghalidzhan).?” Definisi itu

memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian yang mengandung

adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip

25 Ramulyo, Mohd Udris, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2002)
Hlm. 1

26 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Figih Nikah Lengkap), PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Him. 7

27 QS. Al-Bagarah ayat 21
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suka sama suka tanpa asanya suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki
maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai
kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak.
Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan
dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon
suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut

hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, seperti

hatimu maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun

lagi Maha Penyantun.”
Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti

persetubuhan, akad, dan pelukan. Contoh penggunaannya pada persetubuhan

28 Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat 1, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hlm. 18.
2 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo,
2005. Him. 1.
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adalah pada sabda Rasulullah SAW., Aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan
dari hasil pelacuran, yakni dari persetubuhan yang halal, bukan yang haram.3°
Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam
pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernukahan itu bukan saja merupakan
satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan
keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan
antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk

.-. lainnya.

Sebenarnya pertalidginikah adalah pertaliaidsyang seteguh-teguhnya dalam
hidup dan kehidufan manus'\er‘bm&aﬂgr i dan keturunannya,
ghtara %ﬁl&%luarga. Baiknya peﬁ 3|

kasih n;lgasihi,
Sy

menyampaikan pertolongan antara

Tujuan perkawinan menurut hukum I[slam terdiri dari: 1. Betrbakti kepada Allah;

2. Memenuhi atau mencukupkai-Xodrathidtipiaa a yang telah menjadi hukum
bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan; 3. Mempertahankan
keturunan umat manusia; 4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup
rohaniah antara pria dan wanita; 5. Mendekatkan dan saling menimbulkan

pengertian antar golongan manusia untuk men jaga keselamatan hidup.

30 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo,
2005. Hlm. 2
31 Sulaiman Rasjid, Figh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010. Hlm. 374
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Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan QS. Ar-Ruum ayat 21 yang menyatakan

FEPOSHOFY

bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-
senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang
sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.3?

Manfaat terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan

yang bersifat lemah dari kebinasaan, perempuan dalam sejarah digambarkan

sebagai mahluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki.
Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan
perlindungan dari suan erluan hidbgnya wajib ditanggung oleh
; %\IB‘QAQSmB gm erukunan anak cucu
ebab k%@'dak dengan nikah, anaﬂ dil

suaminya, pern

(=g
o

ak diketahui

/-~

T
A\ antara sesama manipig

uj
adalah pembj ' n memanusiakan /

erjadi antara dua gender y dapat membangun

kehidupan baru secara al-daiuitural = Hubungan dalam bangunan tersebut

hubungan yang

adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia

yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.>3

32 Abdul Djamali, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu
Hukum), Masdar Maju, Bandung, 2002. HIm. 79 - 80
33 Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat 1, Pustaka Setia, Bandung, 2009. Hlm. 19 — 20
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Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang

Islam adalah sebagai berikut:3*

1.

Melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan huidup manusia
baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara
terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk yang
terhormat di antara makhluk-makhluk tuhan lainnya;

Melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga di mana

i berlangsﬁ%‘[ems secdy

diatur dalam\ AlQur’an dan Sunnah Rasul, adalah me€rupakan salah satu

ibadah bagi orang IStams=

3% Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, 1997. Him. 4.
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BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Politik Hukum Pengaturan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan
Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan ini disetujui oleh para

fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 22 Desember 1974

untuk menjadi Undang-Und
3.1.1 Pandangan UmumZ¥taksi Dewan Perwdkilan Rakyat Indonesia dalam

BRI yang

. ah melimpahkan keselamatag at serta berkah-
Nya kepada yang .':',"-T;‘-'-----m....—nmr-/

Terlebih dahulu kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT ats
Ridho-Nya, bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia pada hari ini dapat melangsungkan sidangnya yang teramat
penting.

! Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Persidangan II
Rapat Pleno terbuka ke-14, Hari Sabtu (22/12/1973), Jam Panggilan 09.00, Acara (1) Pembacaan
Tingkat IV (Pengesahan) RUNDANG-UNDANG tentang Perkawinan dan (2). Pidato Penutupan
Masa Persidangan ke-II Tahun sidang 1073-1974, Sidang dipimpin oleh S. Domopranoto; Drs.
Sumiskum; J. Naro, SH., MH; dan Isnaini, Sekretaris rapat pleno antara lain Sri Hardiman, SH;
Sumardi; Bambang Irawan SH; dan Ny. Dra. Harjanto, peserta yang hadir sebanyak 375 anggota
dari 460 anggota sidang ditambah dengan peserta dari pihak pemerintah yaitu menteri Agama
(Prof. Dr. A. Mukthi Ali) dan Menteri Kehakiman (Prof.Umar Seno Adji, SH).
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Saudara-saudara sekalian yang terhormat

Benar sekali, hari ini adalah hari yang amat penting

Apa yang akan diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia pada hari ini akan memberikan pengaruh yang
besar dalam seluruh kehidupan berumah tangga dari masyarakat yang
bertempat tinggal di Indonesia ini.

Berbilang hari, pekan dan bulan telah lewat, semenjak pemerintah
menyerahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan
dimusyawarahkan.

Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada dalam jarak datar pada
garis akhir perjalanan kita. Sungguh nyata jauh perjalanan
pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan melalui garis-
garis penuh liku dengan ibarat masuk keluar semak penuh duri dan
kadang-kadang kita ditem dalam keadaan seolah-olah berada di

a7 elihat pohon-pohonnya yang
i ang maha esa selalu

YEPOSHOFY

klta segala tena

g ang ada pada kita seka
Sldang n%mml muhakan

Menu mat kami &3 ":’:"‘;‘ B
bentuk,

gAGfa menuju ke \
kita bersafid. Perjal § g? ’ erjalanan yang

, perasaal
gmikian selalu dap

e

aty di

juga sikap yang de

Apabila kita sejenak menengok ke belakang, sepanjang perjalanan
yang telah kita tempuh itu, maka ternyata, bahwa telah kita bersama
menikmati suasana yang sama, penuh mengandung cita-cita dan
kemauan seia dan senada pula. Yaitu keinginan untuk memiliki suatu
Undang-Undang tentang Perkawinan yang bersifat Nasional.

Sesuai dengan pendapat Fraksi ABRI yang telah dikemukakan
melalui pandangan umumnya, maka adanya perbedaan-perbedaan
pernyataan dan pendapat yang diajukan dalam forum pembahasan
suatu Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan baik antara
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah maupun antara Fraksi-
fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat sendiri, adalah suatu hal yang

§
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biasa. Tetapi hal semacam itu tidak seyogyanya dikembangkan
menjadi pertentangan-pertentangan tanpa titik pertemuan dan
penyesuaian karena terbawa oleh kesenangan akan pertentangan,
bahkan sebaliknya dapat dituntaskan menjadi sarana pemupukan
kerukunan dan kesetiaan Nasional.

Sidang yang kami muliakan

Kini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berada
diambang pintu pengambilan sikap terhadap rancangan Undang-
Undang tentang Perkawinan yang telah mengalami proses
penggarapan bersama dengan dijiwai hikmah musyawarah.

Dalam menempatkan luas pemandangan masing-masing fihak
selama pembahasan, ternyata kita dapat menanggalkan sempit budi
sempit fikiran. Kemauan untuk bermusyawarah, kepercayaan dan
ketulusan hati satu sama lain, ternyata dapat menjebatani segala
perbedaan pendapat antara se ak yang berkepentingan.

YEPOSHOFY

akan terjadi me ), '

fpa yang tidak mun km dlma adampau.
dha besar lu melin dan menuntun

kita da egal itan- kesuhtan sepanjahg pembahasan
ngan U ~-Undamyg ini. \
Sesudah ali-kali dltan an sajazfemenjak klamasi

emerdekaa;1945 Rand ol

asg

keglatan pembaha

Rancangan
Undang*Undang tentang Perkawman ini temy a merupakan

penempagy dan pemahatan alur dan alur kepribadian/bangsa Indonesia
pada d1nd digding kebudayaan Panca
Kita 1ng Kebudayaai-bangsa, kita sedia membuka

pintu terhadap gagasan-gagasan yang maJu dan berfaedah seirama
dengan derap langkah ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi
kita tidak menginginkan kemajuan-kemajuan yang dapat merugikan
kepribadian kita sendiri.

Saudara-saudara sekalian yang terhormat

Semula oleh Fraksi ABRI dibayangkan akan adanya kemacetan
yang berlarut-larut, ternyata bayangan tadi menjadi pudar karena
kehangatan semangat penuh pengertian, kejembaran dada dan rasa
tanggungjawab terhadap bangsa dan negara dari semua fihak.

Di dalam rangsa ucapan rangkaian kata-kata ini pula, Fraksi ABRI
menyampaika penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada

§
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pemerintah atas jawabannya terhadap pandangan umum Fraksi ABRI.
Jawaban yang disampaikan melalui juru bicaranya, ialah Saudara
Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973 yang lalu.

Jawaban pemerintah yang panjang lebar serta berisi kejelasan-
kejelasan, cukup memberikan pengertian, terhadap segala sesuatu
yang masih diragukan. Jawaban pemerintah tersebut pada
keseluruhannya telah memberikan tanggapan positif terhadap
masalah-masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang dikandung oleh
pandangan-pandangan umum Fraksi masing-masing. Pengertian yang
tersirat dalam kata-kata jawaban pemerintah tersebut telah dapat
memberikan kelegaan dan pengendapan pada emosi masing-masing
dan membuka pintu jalan menuju pembahasan yang lebih melancar
dan seksama, mengarah kepada penyesuaian pengertian dan
pertemuan faham semua fihak.

Sidang pleno Dewan Pem an Rakyat yang mulia

Kiranya tidak ayaMa e \

bagi Frafes]
akhir dari

mi terhadap
ymfSecara k
i A é&(ap yang sad
€ dan tehadap arah j Ju
: n Pancasila, Undan —Undang
4
Besar HaléNegara c [ rikan b1

A BRI unt enentuke .
' Kuss yati t1
ngan atau

YEPOSHOFY

menentukan.
ngkinan kelebihan Dem

ahr=se o 5 ancangan Undang-Undang-
nya itu sendiri? Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh
pemerintah, setelah mendapat sorotan oleh Fraksi melalui pandangan
umum masing-masing dan setelah melakukan penggodokan dan
penggarapan dengan menggunakan bermacam cara, pada akhirnya
memang memerlukan perobahan ataupun penambahan yang bersifat
penyempurnaan-penyempurnaan,  sehingga  berobah  menjadi
Rancangan Undang-Undang yang dapat menampung harapan dan
keinginan yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Fraksi kami, saudara-
saudara sekalian yang terhormat, tanpa ragu-ragu dapat menyatakan,
bahwa Rancangan Undang-Undang ini menyerap di dalamnya
ketentuan-ketentuan  hukum agama-agama dan kepercayaan-

§
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kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di bumi
Indoensia ini.

Sidang yang mulia

Selanjutnya, apakah Rancangan Undang-Undang ini mampu
mewujudkan peningkatan martabat kaum wanita dalam kehidupan
berkeluarga dan berumah tangga, sebagaimana telah bertahun-tahun
diidam-idamkan oleh kaumnya?

Mungkin bahwa kaum wanita belum begitu merasa puas terhadap
hasil yang dicapai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indoensia
sekarang ini. Akan tetapi, marilah Fraksi ABRI mengajak kaum
wanita untuk bersama mendaya gunakan kewibaan pasal-pasal yang
tertulis di dalamnya, demi tercapainya peningkatan martabatnya.

Bertepatan dengan detik-detik yang bersejarah ini, justru Fraksi
ABRI ingin menyampaiakan selamat dan bahagia kepada para kaum
Ibu pada umumnya, yang a..pada hari ini memperingati dan
merayakan hari Ibu.

Menurut he G¥ kami, Rancanga
telah dlsem

‘ma
gakkan dan

! tera maupun melaksan
1di dﬁﬁfergaulan ke}n Opan masyara

dang—Undang tentang

Pening martabat?k v dy | Wamita Indofela diharap akan
lapatnya yebark f g w/ engaruhn pada lingkungan
ekitamy n men "? M-- 4“ atan nifam=nilai kebtidayaan
Bangsa | esia. ke ’ 2 vf""*v wanitaldhdonesia [berjalan

S 7 il
s dan tidak ada yany dapat tegmpghaldhg-halangi.
Saudara-saudara sek3 ' 2 kagy hormati

Menurut  hemat 5.}'._‘1 i\,( Al 3 ﬁ" ,| kemungkinana
pncangan- kegoncan% i |Iil ml idt menjurus kepads

tangga dan perce A ;"4 enderungan untuk/berpoligami
a yang berkepenti
angan Undang—Undan dldapatlah usaha-us

gn dan pembendungan, meskipun tidak secay
arah

itu, yang berarti lebih membe |

A engayoman terhadap kesclets tan perkawinan,
yang ingin kita tempa ai dengan martabat
dan cita-cita moral luhur dari bangsa Indonesia.

Di dalam tiap perkawinan dan kehidupan berumah tangga kami
memahami adanya dua masalah utama yang selalu dapat memuaskan
pihak isteri, yaitu dimadu dan diceraikan. Jika kita meneliti labih
lanjut Rancangan Undang-Undang ini sudah memuat ketentuan-
ketentuan yang mempersulit pelaksanaan kedua masalah itu.

Dalam seorang suami cenderung akan beristeri lebih dari pada
seorang, maka hal ini tidak dapat dilaksanakan menurut sekehendak
hatinya saja, karena Rancangan Undang-Undang ini memuat
ketentuan-ketentuan antara lain kewajiban adanya persetujuan pihak
isteri dengan keputusan pengadilan. Dalam hal perceraian, maka
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Rancangan Undang-Undang ini memuat ketentuan-ketentuan
pembatasan, sehingga suami tidak dapat meneceraikannya begitu saja,
antara lain bahwa suatu perceraian harus memenuhi syarat-syarat
tertentu dengan keputusan pengadilan. Selain itu ditentukan kewajiban
suami untuk menjamin bekas isteri dan anak-anaknya demi
kelangsungan kesejahteraan penghidupannya. Sehubungan dengan
masalah ini maka pengadilan dapat menentukan dan mengaturnya.
Disamping itu isteri menerima bagian tertentu daripada harta bersama.

Dengan dicantumkannya sarana-sarana perlindungan terhadap
kelangsungan kehidupan berumah tangga, maka secara langsung
maupun tidak langsung akan dapat dihindari jatuhnya malapetaka
yang mungkin menimpa seluruh keluarga. Adalah sudah sewajarnya
bahwa negara harus melaksanakan haknya untuk mengatur segala
sesuatu yang bertautan dengan kesejahteraan warga melalui suatu

Undang-Undang yang -- emberikan kepastian kepada semua
fihak yang berkepentinga \

YEPOSHOFY

Sidang pleno n Perwakilan RakyatsRepublik Indonesia, yang

§ ‘ja pidUndang-Undang:
an dapat memenuhi

yang telah.mengalami penyempurnaan, disyahkan oleh Dewan

-r'an“"“;-“uu dijadikan Undang-

Undang.

Kemudian kepada fihak pemerintah kami harapkan dengan sangat,
agar dapatnya di dalam waktu yang tidak berlalu lama disusun dan
dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaannya, agar segala sesuatu
yang diinginkan bersama melalui pembentukan Undang-Undang
tersebut dapat dinyatakan perwujudanya.

Bersama ini, Fraksi ABRI mengajak semua fihak untuk turut
bertanggungjawab serta menunjang terlaksananya ketentuan-
ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan ini dalam
masyarakat secara keseluruhan.

Yang terhormat

§
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- Saudara ketua sidang Dewan Perwakilan Rakyat;

- Saudara-saudara Menteri Kehakiman dan Menteri Agama selaku
wakil Pemerintah;

- Saudara-saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; serta

- Sidang Pleno yang mulia.

Akhir kata, Fraksi ABRI menyatakan penghargaan dan terima
kasih sebesar-besarnya kepada semua fihak yang berkepentingan
maupun yang bersangkutan yang telah mengambil bagian dan
menunjang terhadap kelancaran penanganan Rancangan Undang-
Undang tentang Perkawinan ini, sehingga dapat terselesaikan pada
waktu yang telah kita inginkan.

Atas perhatian Saudara-saudara sekalian yang terhormat, kami
haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu’alaikum, Wr. Wb.

Pada beberapa bagia um fraksi ABRI, adanya RUU

Perkawinan ini d n%\vﬁ A&t Bﬁ adalam melaksanakan
fungsini y%ogﬁg istri dalam memb%uar
r'd

/-~

sejaht, namunéiak dapa( B

perkawinan ses bat dan cita-cita moral luhuf bangsa Indonesia.
Selain itu, ada dua-masaldi=datanrkCliidupan Tumah tangga bagi seorang

istri yaitu dimadu dan diceraikan, kaitannya dengan itu RUU Perkawinan sangat

ketat, seorang suami tidak bias serta merta beristri lebih dari satu sesuai dengan
kehendak hatinya melainkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu seorang
suami harus mendapatkan persetujuan dari pihak istri dengan keputusan

pengadilan.
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Dalam hal perceraian, fraksi ABRI berpendapat bahwa RUU Perkawinan
ini sudah memuat ketentuan-ketentuan yang ketat pula, sehingga seorang suami
tidak dapat melakukan perceraian sesuai kehendak hatinya, melainkan perceraian
tersebut harus memenuhi beberapa syarat tertentu dengan keputusan pengadilan,
selain itu juga suami menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan mantan
istri dan anak-anaknya serta istri menerima bagian tertentu dari pada harta

bersama.

Saudara-saudara ‘r]"- SEB v g kami
hormati; A ‘
Saudara-saudara Meggeriryalla ang kami

suatu R.U.U tentang-Peikawinan

Pertama-tama kami, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia ingin
menyatakan penghargaan kepada pemerintah yang telah berusaha
menjadikan suatu kenyataan lahirnya R.U.U tentang perkawinan, U.U
mana belum pernah dimiliki oleh negara kita yang berdasarkan

Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Persidangan 11
Rapat Pleno terbuka ke-14, Hari Sabtu (22/12/1973), Jam Panggilan 09.00, Acara (1) Pembacaan
Tingkat IV (Pengesahan) RUNDANG-UNDANG tentang Perkawinan dan (2). Pidato Penutupan
Masa Persidangan ke-II Tahun sidang 1073-1974, Sidang dipimpin oleh S. Domopranoto; Drs.
Sumiskum; J. Naro, SH., MH; dan Isnaini, Sekretaris rapat pleno antara lain Sri Hardiman, SH;
Sumardi; Bambang Irawan SH; dan Ny. Dra. Harjanto, peserta yang hadir sebanyak 375 anggota
dari 460 anggota sidang ditambah dengan peserta dari pihak pemerintah yaitu menteri Agama
(Prof. Dr. A. Mukthi Ali) dan Menteri Kehakiman (Prof.Umar Seno Adji, SH).
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Pancasila sejak kelahirannya hingga saat ini. Dan terutama pula
kepada semua fihak, ingin kami menyatakan terima kasih sebesar-
besarnya baik pemerintah maupun tokoh-tokoh agama dan tokoh-
tokoh masyarakat yang sesuai dengan appeal Fraksi kami dalam
pemandangan umum mengenai R.U.U ini untuk berusaha sejauh
mungkin, menerima jalan keluar dengan sebaik-baiknya dari
terwujudnya U.U tsb dan tetap terjadinya kesatuan dan persatuan
bangsa serta stabilitas nasional dan stabilitas keamanan yang telah
berhasil kita capai selama ini dengan jalan mengadakan pembicaraan-
pembicaraan dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat
disamping kontak dengan pimpinan partai/fraksi sebagai sarana
mencari rumusan-rumusan yang terbaik bagi selesainya peRUUan ini.

Bagi fraksi kami yang penting adalah setiap permasalahan,
terutama suatu R.U.U yang memuat materi yang cukup rumit dan
sensitive karena juga m ----. -kaidah hukum keagamaan,
keyakinan dan kepe ; bag1 o meluknya dapat d1tangan1

YEPOSHOFY

arlpada Rl% winan yang
gesahannya dlmlntak ti adalah,

an Pancasﬂa i

mudahnya,
d aan ini dalam
bentuk ¢h semua fihak.

yang tercantummya : pa 2 ayat (1) berikut
penjelasannya yang berbunyi sbb:

Pasal 2 (1.). ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dengan
penjelasan sebagai berikut: ”dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1)
ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu, sesuai dengan U.U.D 1945 yang dimaksud
hukum masing-masing agamanya itu termasuk kepentingan peRUUan
yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu
sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam U.U
ini.”
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Bagi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia pasal 2 berikut
penjelasannya tsb diatas kurang memberikan perasaan secure,
perasaan aman, apabila tidak ada pasal-pasal dan penjelasan-
penjelasan lainnya dalam R.U.U yang dalam keseluruhannya dapat
memberikan perasaan secure.

Sehubungan dengan ini maka dalam Bab XIV ketentuan penutup
pasal 66 bagi Fraksi kami adalah sangat penting. Pasal 66 ini berbunyi
sebagai Dberikut: “Untuk perkawinan dan segala sesuatunya
berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang
ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata (Burgelijk
Wetboek), ordonantie Perkawinan Indonesia Kristen
(Huwelijksordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74) Peraturan
perkawinan campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1893

YEPOSHOFY

No. 158), dan peraturans n lain yang mengatur tentang
perkawinan sejauh te fatur dala ang-Undang ini, dinyatakan
tidak berlaku.”

Demikia a sangat p tin enjelas mum Punt 2 yang

berbunyisb#: Penjel n1 ber berbagai hukum
perkawifan ba ai golongan w. ara da bagai daerah

e
se beriku %
5 agi oaﬁorang Indones' Aseli yang ama Islagh, berlaku

hukum a yang tafgh diptir dalam hi¥im adat;
Bagi o -orang In@oncsidhfseld ldinnya ber, hukum adat;
. ) A » .
Bagi g-orang ' afg bera Kristen/berlaku
Huwe@(sordon , dsia (S. No 74)
Bagi oraang timuy \3STEd’ma ddn warga negara onesia

keturunan Cina bx Regeniian-ketentuan  Kitab f Undang-
Undang Hukum Pergids Bkt kit perubahan
- agi orang-orang thf nya warga negard /Indonesia

turunan Timur as qu- i grsebut lainnya beglaku hukum

\
- Bagyi orang-orang eropa“dan warga negara Indon€gia keturunan

eropa yang disahkan dengan mereka berlaku /Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata.

Ini berattimbahwa keseluruhan yang term dalam penjelasan
umum Punt 2 ts reabut.

Pengertian Fraksi kami diperkuat oleh penjelasan umum Punt 5
yang berbunyi sebagai berikut: “untuk menjamin kepastian hukum,
maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang
dijelaskan menurut hukum yng telah ada adalah sah”. Demikian pula
apabila mengenai sesuatu hal Undang-Undang ini mengatur
sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Sdr ketua dan sidang yang kami hormati

Sehubungan dengan perkawinan yang diatur dengan U.U ini maka
ingin kami kemukakan adanya sedikit banyak kelegaan bagi kaum Ibu
meskipun belum sepenuhnya memuaskan. Berpuluh-puluh tahun
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kaum Ibu di Indonesia berjuang untuk melepaskan penderitaan yang
dialami oleh kaum Ibu, penderitaan yang a.l terjadi dalam hubungan
dengan perkawinan.

Lama kaum Ibu telah berjuang agar di Indonesia lahir sebuah U.U
Perkawinan yang terutama melindungi dan memberi rasa aman bagi
kaum Ibu, sebuah U.U yang dapat memberbaskan kaum Ibu dari
penderitaan-penderitaan.

RUU ini bagi Fraksi kami merupakan sebuah langkah yang maju
setapak, semoga akan diikuti dengan kemajuan-kemajuan berikutnya
sesuai dengan tuntutan zaman dimana peranan negara semakin
menonjol.

Sehubungan dengan ini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia ingin
minta perhatian kepada pemerintah dan pelaksana-pelaksana
hukumnya sebagai pelaksana-pelaksana undang-undang tentang
perkawman ini mengena1 : 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai
m1 akan beristeri leblh dari

aksud
1n kepada seo
apabila calon 1ster

YEPOSHOFY

Fraksi kami, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia mengharapkan
dan yakin bahwa peraturan-peraturan pemerintah yang akan
dikeluarkan sebagai pedoman pelaksana undang-undang tentang
perkawinan ini akan merupakan pengejewatahan dari pada UUD 1945
dan Pancasila.

Berlandaskan pendapat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang
telah kami ketengahkan di muka, maka dengan ini Fraksi kami dapat
menerima dan menyetujui undang-undang tentang perkawinan untuk
disahkan menjadi Undang-Undang yang secara kebutuhan kini kaum
Ibu sedang merayakan "HARI IBU”.
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Sebagai penutup atas nama Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
dengan ini mengucapkan Selamat Hari Ibu kepada para Ibu-Ibu dan
sekaligus mengucapkan selamat Hari Natal bagi segenap Umat
Kristen-Katolik dan Selamat Tahun Baru kepada seluruh Rakyat
Indonesia.

Sekian Terima Kasih.

Menurut pandangan fraksi Demokrasi Indonesiapada penyampaian
pandangan umum, fraksi partai Demokrasi Indonesia berharap kepada pemerintah
untuk memberikan perhatian kepada pasal 3 (2) Undang-Undang Perkawinan,

bahwa seorang suami jika ingin beristri lebih maka wajib memiliki ijin dari

fipertimb n faktor-faktorJain yang bégéitan d
idd \,T\ N V
Ne

masyarakat Indo a i Agustus 1973 Dewan
yang terhormat ini telah memulai membahas R.U.U tentang
Perkawinan yang akan menjadi landasan bagi suatu perkawinan yang
dinilai sebagai unit masyarakat terkecil yang menjadi sendi dasar dari
susunan masyarakat dan pangkal tolak pembinaan bangsa.

3Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Persidangan 11
Rapat Pleno terbuka ke-14, Hari Sabtu (22/12/1973), Jam Panggilan 09.00, Acara (1) Pembacaan
Tingkat IV (Pengesahan) RUNDANG-UNDANG tentang Perkawinan dan (2). Pidato Penutupan
Masa Persidangan ke-II Tahun sidang 1073-1974, Sidang dipimpin oleh S. Domopranoto; Drs.
Sumiskum; J. Naro, SH., MH; dan Isnaini, Sekretaris rapat pleno antara lain Sri Hardiman, SH;
Sumardi; Bambang Irawan SH; dan Ny. Dra. Harjanto, peserta yang hadir sebanyak 375 anggota
dari 460 anggota sidang ditambah dengan peserta dari pihak pemerintah yaitu menteri Agama
(Prof. Dr. A. Mukthi Ali) dan Menteri Kehakiman (Prof.Umar Seno Adji, SH).
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Karena arti dan peranan yang demikian tingginya maka wajarlah
dan memang demikianlah kenyataannya seluruh lapisan masyarakat
menyertai pemerintah dan Dewan yang terhormat ini berpartisipasi
dengan caranya masing-masing memberikan perhatian dan
sumbangan dalam rangka pembahasan R.U.U Perkawinan itu.

Perhatian dan sumbangan dari seluruh masyarakat Indonesia
bermacam-macam dan beraneka warna bentuk dan sifatnya.

Selanjutnya dengan rasa syukur kehadirat Illahi atas segala
Hidayat Taufignya tibalah kita sekarang pada saat yang bersejarah,
saat Dewan yang terhormat ini akan melahirkan jabang bayi yang
berwujud R.U.U Perkawinan. Alkhamdulillah kita persembahkan
segenap puji kepada Allah bahwa kita akhirnya dapat menyelesaikan
dan merampungkan sampai tuntas tugas berat itu dengan baik dan
selamat tanpa ada gangguan yang berarti.

Fraksi Persatuan P afigunan sejak semula dan pertama

YEPOSHOFY
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me ‘ at menurut
agam ] lebihjauh
lagi, j etakkan dan
dicapai mnudah, karena

dengan gembira—dikelCmkan—da—dijumpal pula kelemahan-
kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Suatu hukum peRUUan
bertujuan untuk mengatur satu atau lebih segi kehidupan bangsa dan
masyarakat, sepanjang hal itu dirasakan perlu oleh bangsa atau
masyarakat itu sendiri. Maka apabila hukum peRUUan itu tidak
sesuai, tidak serasi, tidak sejalan apalagi bertolak belakang dengan
kesadaran hukum untuk siapa hukum itu barlaku dan diterapkan,
pasti tidak akan mengenai sasaran tujuan, sasaran yang jitu bahakan
akan mendatangkan gejolak sosial yang tidak menguntungkan.

Atas pertimbangan yang demikian itu Fraksi Persatuan
Pembangunan berusaha dengan segala daya upaya penuh ketekunan
dan kesabaran menjelaskan pendangan dan pendirian kepada semua
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pihak tanpa jemu-jemunya dan jera-jeranya. Dan akhirnya danran
hiduk (sampan) permusyawaratan yang ditiup oleh angin kemauan
yang baik hikmah kebijaksanaan dapatlah kita berlayar dengan
selamat sampai ke pantai penyelesaian.

Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan pengharapan dan
terima kasih atas segala jerih payah pengorbanan-pengorbanan yang
tak ternilai harganya dari semua pihak yang dalam pelayaran
tersebut dapat menahan diri, mengendalikan perasaan masing-
masing mengembangkan pengertian dan siap saling harga
menghargai yang menyebabkan lahirnya suatu hasil kesepakatan,
dalam wujud wajah baru R.U.U Perkawinan. R.U.U Perkawinan
wajah baru yang berdiri dari empat belas bab dan enam puluh tujuh
pasal adalah hasil perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan atas
R.U.U Perkawinan yang berwujud rumusan-rumusan yang
menampung tidak terlang ya~ketentuan-ketentuan agama dalam
hal perkawinan. Dan_n apkan aungkinan dicapainya tujuan
dengan menye ' ;,,- kelemahan-keteinahan dan kekurangan-

kekurangan emula. Dengan demlklan i pula kita telah
melangka Ju me hA(ganB an U —Undang Dasar

YEPOSHOFY

1945 ingga -alasan untuk % memb an R.U.U
Pe / inan s yang disoroti d1 dalam danga u Fraksi

/ i tempo 1y Tagi. rd \
Hasil y dengan ha keras sﬂfadalah salal) satu
paya ad? PancagiY dgan Jindat —ndang-z ar 1945 Jdalam
dalam s segi kemdypaniyedalan melmgfl kepe ingan
kyat In sia yang Biidoekail al Tka.Page#sila dengan sila
detuhanan yang Maha Lembaga negara nigmiliki
eitib negara dan tert ‘ ncdgtnai hukum Tuhanf hukum
k@Qrat, dan hukum susila™ { m itu menjadi sumbgr bahan
dag\sumber nilai bagi addum positif Indonesfal Rakyat
beratama tidak mera MR jaminan nggara atas
kebdPasannya memelukiagammyi dasdberibadah menu /: gama dan
perhatikannya hal-hal yafig melanggar

kepe \ aannya itu, dengan

agama\dpapun yang diakui di Indonesia ini untuk tidak terceraian

dalam sue perundang-undangan.
Inilah “ysaha_pokok kita semua, Pemerintal~dan Dewan yang
terhormat ini daltam—peayusunan=—RC~—Perkawinan itu justeru

karena perkawinan d1aku1 oleh kita semua bahwa ia merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari agama bahkan diantara agama-
agama, ada yang mengaturnya secara lengkap dan terperinci sekali
seperti agama Islam. Umat Islam yang diwakili oleh Fraksi
Persatuan dalam Dewan ini tidak menghendaki lebih dari itu.

Dalam penyusunan suatu Undang-Undang Perkawinan, umat
Islam menyadari timbulnya tujuan-tuyjuan yang baik dalam
memberikan perlindungan yang adil bagi kaum wanita, dalam
memberikan wujud yang nyata bukti pertanggungan jawab yang
harus melandasi tegaknya rumah tangga sebagai sendi dasar
masyarakat, dalam pengarahan sarana perkawinan untuk menunjang
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terwujudnya kesejahteraan umum yang lebih baik karena memang
hal-hal itu diajarkan oleh agama sendiri. Demikian pula soal
pencatatan yang merupakan bagian dari ketertiban yang dituntut oleh
kehidupan modern. Karena ketertiban itu sendiri juga, merupakan
bagian dari ajaran agamanya bahkan mempunyai pengaturan sendiri,
misalnya dalam hal yang menyangkut upaya perlindungan terhadap
perikeadilan yang diserahkan kepada hakim/penguasa.

Apa-apa yang telah kita capai bersama dalam R.U.U ini, kita
semua dapat memahami bahwa masing-masing dari kita belum
merasa puas karena menginginkan Undang-Undang yang lebih
sempurna dari yang ada ini. Namun perlu kita sadari bahwa negara
kita berkewajiban memberikan perlindungan yang sama bagi
berbagai-bagai kepentingan dari rakyat yang bhinneka tunggal ika
yang ingin dipersatukan dalam keanekaragaman itu. Sehingga harus
ada saling mengerti , img-menghormati antara sama pihak
sepanjang tidak me I - tiap-tiap pihaknya yang

I’EpOSItOI’y

an mempunyai
1 karya kita

d I";!:w mengganggu dgf
o kita dapat mg

rumal tangga. Seyogya

Undang-Undang ini denga akgnw mengadili
tindak emaksiatan-
kemaksi ir secara ketat

tentang polieami kalau dunia perzinahan terpasamwgAuas atau dengan
lain nmm..._«-.m-m menurut agamnya
dibenarkan tapi kita beri kebebasan luas terhadap perzinaan yang
dikutuk oleh agama.

Sdr pimpinan Dewan, para anggota yang terhormat serta wakil
Pemerintah yang kami hormati. Tentang laporan panitia kerja, Fraksi
kami sesungguhnya berpendapat bahwa panitia kerja tersebut
hanyalah melaporkan hal-hal yang diputuskan oleh Panitia Kerja,
hasil dialog dan catatatn-catatan yang dibuat, tanpa komentar, yang
sepatutnya termasuk dalam stemmotivering suatu Fraksi. Tentang
bagian lainnya dan laporan panitia kerja, Fraksi Persatuan
Pembangunan ingin menjelaskan juga bahwa hal-hal dalam pasal-
pasal yang sudah dikeluarkan dari UNDANG-UNDANG yang akan
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di sahkan ini, adalah merupakan hal-hal yang tidak mendapat
persetujuan secara mufakat.

Dengan kesungguhan hati kesadaran yang cukup, selanjutnya
dengan pengertian, alasan, catatan-catatan yang kami uraikan tadi,
Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan dapat menerima R.U.U
tentang Perkawinan yang sudah disempurnakan, diperbaiki atas
dasar musyawarah kita baik melalui rapat-rapat resmi maupun
lobying yang lazim dilakukan dalam Dewan ini untuk disyahkan
menjadi Undang-Undang.

Manakala kita bicara tentang puas atau tidak puas maka
sebagaimana kita maklumi bersama bahwa dunia ini bukanlah
tempat beradanya kepuasan yang hakiki. Hampir-hampir boleh
dikatakan bahwa di dunia ini tidak ada kepuasan.

FEPOSHOFY

tan Pembangunan. Meskipuinbegitu demi untuk
dm(lkgnaa ang luhur kami
ak puas itu u aina mengikuti

pihak-pihak yang bers

4 ta kahir kami ini /dengan

L

aval, Wassalammu’alaikpum, Wr.

rangka untuk mencapai Rof ul azdalin dan Izalatutddharar sehingga benar-benar
dapat dinikmati mahligai rumah tangga yaitu kedudukan rumah tangga sebagai
ketentraman hidup dan wadah pengembangan kasih sayang dan tempat
persemaian nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Adanya peluang poligami pada RUU Perkawinan ini dalam rangka untuk

mengurangi angka kemaksiatan, akan tetapi tetap adanya aturan yang dalam
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berpoligami, sehingga tidak bisa dilakukan dengan serta mesrta oleh seorang

suami.

d. Fraksi Karya Pembangunan
Berikut penyampaian pandangan umum dari Fraksi Karya Pembangunan
yang disampaikan Damciwar, S.H:*
Saudara ketua yang terhormat, wakil pemerintah dan anggota
Dewan yang terhormat serta sidang yang mulia.

Perkenankanlah kami atas aksi Karya Pembangunan,
2 an 1

egah ini,TYniék

hal, menjadi
a
dlg 1 ini kita (be ama dapat kuesbul dibawak\naungan
1

anpada waktu-waktu yang
lalu telah menghasilkan kata sepakat yang hari ini akan kita saksikan
bersama lahirnya suatu Undang-Undang tentang perkawinan yang
telah lama didambakan oleh masyarakat, kaum ibu khususnya.

“4Risalah Resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Persidangan 11
Rapat Pleno terbuka ke-14, Hari Sabtu (22/12/1973), Jam Panggilan 09.00, Acara (1) Pembacaan
Tingkat IV (Pengesahan) RUNDANG-UNDANG tentang Perkawinan dan (2). Pidato Penutupan
Masa Persidangan ke-II Tahun sidang 1073-1974, Sidang dipimpin oleh S. Domopranoto; Drs.
Sumiskum; J. Naro, SH., MH; dan Isnaini, Sekretaris rapat pleno antara lain Sri Hardiman, SH;
Sumardi; Bambang Irawan SH; dan Ny. Dra. Harjanto, peserta yang hadir sebanyak 375 anggota
dari 460 anggota sidang ditambah dengan peserta dari pihak pemerintah yaitu menteri Agama
(Prof. Dr. A. Mukthi Ali) dan Menteri Kehakiman (Prof.Umar Seno Adji, SH).
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Kiranya pada tempatnyalah apabila dalam kesempatan ini Fraksi
Karya Pembangunan menyampaikan penghargaan dan terima kasih
kepada semua Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat serta kepada
Pemerintah atas segala kerjasama yang baik, dalam rangka
memusyawarakan RUU tentang perkawinan ini, sehingga mencapai
hasil seperti yang ada sekarang ini.

Saudara ketua dan sidang yang terhormat,

Tidaklah mengherankan kiranya pabila pada waktu RUU tentang
Perkawinan ini sedang dibahas dalam DPR telah mendapatkan
sorotan-sorotan dan perhatian yang sungguh-sungguh dari kalangan
masyarakat, sebab masalah yang diatur dalam RUU tersebut
merupakan masalah yang sangat essensial dalam kehidupoan yang
menyangkut langsung kepentingan masalah warga negara, baik
perorangan maupun kemasyarakatan.

Perkawinan merupaka sefidi~dasar terbentuknya suatu keluarga,
sedang keluarga | 2

YEPOSHOFY

rakat Dengan suatu p
ak dan kewap#fan antara X mi dan

materiil RUU tersebur berusaha menamping kesadaran hukum yang
hidup dalam masyarakat serta sekaligus memberikan pengarahan
untuk terbinanya kehidupan hukum yang sesuai dengan “Wawasan
Nusantara” dibidang hukum.

Penuangan dalam pasal-pasal memberikan jaminan kepada setiap
warga negara, yang beradaan kedudukannya dalam hukum sesuai
dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam RUU
tersebut telah diletakkan dasar-dasar Perkawinan yang sesuai dengan
falsafah Pancasila yaitu adanya persamaan hak dan kedudukan antara
pria dan wanita dalam perkawinan guna menjamin kesejahteraan
keluarga lahir bathin.
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Saudara ketua dan anggota Dewan serta Pemerintah yang
terhormat

Sebelum melanjutkan pembicaraan kami, terlebih dulu Fraksi
Karya Pembangunan mengemukakan bahwa membentuk Undang-
Undnag pada hakekatnya adalah memberikan wujud kepada kesadaran
hukum yang hidup dalam masyarakat dengan memberikan proyeksi
kepada kehidupan hukum di masa depan.

Ini bukan pekerjaan yang mudah, lebih-lebih bagi Indonesia yang
masyarakatnya memiliki kesadaran hukum beraneka (pluralitis) yang
sedang berkembang. Lebih-lebih lagi perkembangan kesadaran hukum
itu bagi maisng-masing golongan berbeda-beda tingkatannya.
Tingkatan perkembangan kesadaran hukum yang berbeda-beda itu
membawa pengaruh pada politik dan tehnik peRUUanya. Masalahnya
bertambah rumitkarena dengan tingkat perkembangan kesadaran
hukum yang berbeda-beda itesfirasih harus dipadukandengan desakan-

YEPOSHOFY

esediaan untuk mepadgna X "’“”‘ ¢0 u.
1 ambs A 2 9
Fraksimsfarya Pembi g a untubnemusy

1 Karya
k. mendalam
tentang Perkawine® : 5"‘55-2’- chdekatkan
dengan kesadaran[fjuktaldart i { aneka tadi
tetap berusaha miembetikan-proyeksi kepada peémbangunan

\' 0
adalah be asan sumber tertib hukwrynegara yaitu cita-

cita yang terkandung-pada-pemandafigan-nrdup, kesadaran dan cita-
cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur, yang meliputi suasana
kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang dipadatkan dalam
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Demikian antara lain
disebutkan dalam GBHN (Tap MPR No. I[IV/MPR.1973)

Karena itu penyusunan RUU tentang Perkawinan ini sebagai mana
telah mengalami amandemen-amandemen dalam pembicaraan tingkay
IIT tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Tidaklah berlebihan kiranya apabila pada kesempatan ini
diketengahkan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara
lain berbunyi : “pokok pikiran keempat, yang terkandung dalam
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pembukaan ialah negara berdasa atas ketuhanan yang Maha Esa
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

Saudara ketua dan anggota Dewan yang terhormat

Dalam hubungan itulah kami ketengahkan pasal 1 RUU tentang
Perkawinan ini berbunyi: ”Perkawinan itu ialah ikatan lahir dan bathin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami interi
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tanggal) yang bahagia dan
kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”

Dalam perumusan ini Fraksi Karya Pembangunan melihat
terjaminnya kemerdekaan tiap-tiap warga negara untuk memeluk
agamanya masing-masing dan waktu beribadat menurut agama dan
kepercayaannya, ini berarti terjaminnya demokrasi bagi bangsa
Indoensiauntuk mengahyati dan mengamalkan kepercayaan bangsa
Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai tersebut dalam
penjelasan pasal 29 Undang o Dasar 1945.
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@ LI0ra0

”Dasar ketuhafigh yang Mahg FEsa menurut d

dab”. WA gB yang ' ian itu menjadi
bahw @ M rumusan t&t diaku anya prinsip
h &'&an kedudukan antar dan ta dalam

i 2 kemanusiaan yefig adil dat\deradab.

fas saja. Tujuan tersobgt| dapalld grintah dan
ma benar-bendf

sebagaimana
dirumus} I lagi yang amat

penting bagi~pihak-pihak yang melangsungkan-pttkawinan maupun
bagi h'—nnln-unvn—uuﬂ penentuan

mulai saat menikah dapat dikatakan dengan pasti secara yuridis,
bahwa suatu perkawinan sebagai peristiwa hukum yang luhur itu telah
ada secara sah, sah serta mempunyai akibat-akibat hukumnya pula.

Sebelum sampai kepada perumusan RUU mengenai hal ini baiklah
terlebih dahulu kami ketengahkan bagaimana hal tersebut
dilangsungkan dalam masyarakat kita.

Seperti telah diutarakan dalam uraian di atas, masyarakat kita
memiliki kesadaran hukum yang beraneka (pluralistis) demikian juga
dalam hal ini.

Sebagian dari masyarakat kita sudah memiliki ketentuan
peRUUan yang tertulis misalnya BW dan HOCI. Sebagian lagi
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menggunakan hukum tidak tertulis, yakni hukum adat yang berbeda-
beda dalam berbagai daerah. Untuk singkatnya dapat diketengahkan
bahwa dalam masyarakat kita mengenai sah perkawinan ada yang
mengikuti ketentuan bahwa sahnya itu sejak saat diucapkannya ijab-
kabul, dan dilain golongan sahnya itu pada saat dilangsungkannya
dimuka pegawai pencatatan sipil serta dicatatkan, dan ada pula yang
menentukan sahnya itu setelah melalui proses upacara adat atau
gabungan daripada cara-cara yang kami sebut di atas.

Demikianlah gambaran sekadarnya mengenai kenyataan-
kenyataan yang berlaku sampai saat ini bagi masyarakat kita.

Saudara ketua dan sidang yang terhormat.

Dengan mengemukakan hukum positip seperti di atas, marilah
sekarang kami ketengahkan pengertian Fraksi Karya Pembangunan
tentang masalah tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 2 RUU
tentang Perkawinan.

YEPOSHOFY

Penjel
"Dalamdr

tiap-tiap
tiap tiap

J .
yang dinyatakan
keterarig gen, surat akte resmi yang juga dimua

merupakan salé a alam persoalan sahnya
perkawinan, di dalamnya tersangkut kepentingan-kepentingan yang
menghendaki perlindungan oleh negara, seperti perlunya mencegah
perkawinan yang bertentenagna dengen ketentuan Undang-Undang
dan disamping itu pasti dapat diketahui ada atau tidaknya suatu
perkawinan secara sah.

Saudara Ketua, Wakil Pemerintah yang terhormat.

Mengingat fungsi pencatatan perkawinan yang demikian tadi agar
masyarakat tidak terbebani kewajiban-kewajiban yang lebih berat lagi,
hak ketentuan pelaksanaannya perlu diatur sedemikian rupa sehingga
mudah diikuti oleh masyarakat. Pencatatan itu hendaknya dilakukan
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oleh pejabat-pejabat yang dengan mudah dapat ditemui oleh
masyarakat, khususnya di desa-desa.

Saudara ketua dan sidang yang terhormat.

Kemudian Fraksi kami masih melihat dari apa yang tersirat dalam
ketentuan pasal 2 beserta penjelasannya bahwa, adanya
kebinnekaan/pluralisme kesadaran hukum masyarakat, khususnya
dalam hubungan dengan perkawinan masih diakui tetap berlaku.

Seperti ketentuan-ketentuan hukum tertulis (peRUUan) dan
ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis (hukum adat) yang hidup
serta berkembang dalam masyarakat masih tetap terjalin
kelestariannya untuk diperlakukan bagi masing-masing pihak yang
berkepentingan.

Dalam pada itu hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu telah diresiplir dalam hukum adat medapatkan
tempat yang semestinya dala UUan. Lebih jelas lagi apabila

YEPOSHOFY

perkawman gfluar huku ing- g agamanya dan
keperca ya 1tu s n . \ d maksud dengan
huku asing- agamanya da

an pe yang berlaku bagi go dan k
fanjang bertentan}gan atau  tidak °@#fentukan
Pndang-Urdeng ini’ &' (AN, -
Penjel pasal Ay L%
945”. Se gpasal 29 ayn
”Neg Wl

Oleh karena negarg
Aka ketentuan pasal 3

terjamin dlber akukaii ontuan peRUUan yang ada,
maupun ketentuan-ketentuan hukum adat serta memberikan tempat
yang menonjol pada ketentuan-ketentuan hukum dan kepercayaan
sesuai pasal 2 beserta penjelasannya dan penjelasan angka 4 b.

Saudara Ketua dan Diadang yang terhormat

Selanjutnya Fraksi kami ingin mengetengahkan bahwa betapapun
indahnya pengertian, tujuan serta dasar dari perkawinan yang
tercantum dalam pasal 1, hal tersebut tidaklah berarti banyak apabila
dalam pasal-pasal lain tidak terdapat cukup ketentuan-ketentuan yang
menghayatinya, penghayatan tersebut antara lain ternyata dan
dianutnya asas monogami dalam perkawinan, pasal 3 ayat (1)
berbunyi:
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”Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang isteri, secorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami”.

Azas monogami ini merupakan cerminan pegakuan persamaan
hakiki antara pria dan wanita sesuai dengan dasar kemanusiaan yang
adil dan beradab.

Tuntutan persamaan dan kedudukan antara pria dan wanita dalam
perkawinan telah diperjuangkan oleh Fraksi karya Pembangunan, agar
tuntutan yang sudah mengalami proses perjuangan yang panjangitu
benar-benar menjiwai RUU tentang perkawinan yang sebentar lagi
akan disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang ini.

Fraksi Karya Pembangunan sejak semula berpendapat bahwa
adanya suatu Undang-Undang tentang Perkawinan nasional yang
berlaku bagi semua warga negara Indonesia harus dijiwai oleh
semangat untuk meningkatkafizderajat, harkat, dan martabat wanita
agar terbina kehid ._.... ng sejahtera sebagai sarana
pembinaan generdsr” muda. Dalam TARSMPR No IV/MPR/1973
tentang GB ghtara lain dikgukakan sebagaiberikut:

YEPOSHOFY

“Pembinfan kel ra adalaly sarana sebagai
pembi genega’se a untuk pem eluargazyang demikian
itu Aaka hal é‘rersebut di atas apabil tan tut secara

piaksimal bi dapat dipenutm disana sini gafam RUU W, adalah
disebabkan: i) { e Fpatnya perbed% kesadararly hukum

lalam m akat, yAnd eludly/dapa itemuky ntuk sarpa-sama
nenduku ntutan Qafkparaiykaiad b yangg 3

dasih demdaieselamatyd Abrasi m .

\ Sehubungan deng iya kemungkinan “ppligami”,
ddlam RUU ini, terlebYh)da Karya Pembangunga mohon
pghhatian anggota-anggata g terhormat, akan/apa yang

pe ah ditulis oleh Tbu-Jhrtin@alwl suratnya bulan Agfiftus 1900,
di m kepada sahabat Ny
berbypyi demikian: ‘

? duh, mengenangkan;

U
Jc{n datang nanti masanyd, nasib untuk

memakga saya membantu keadaan yang kejam itu, yang dinamakan
poligamu. Aku tak mau menjerit mulut dengah kerasnya dan

menggemakaajerit itu ribuan kali......tetapi ad ...adakah manusia
ini mempunyai Ke

Demikianlah saudara anggota yang terhormat jerit hati ibu Kartini
yang masih bergema sampai sekarang disetiap sanubari kamum Ibu.
Namun kiranya jerit itu tidaklah perlu diulang ribuan kali, sebab
dalam RUU ini poligami hanya dibolehkan apabila dikehendaki oleh
pihak-pihak yang bersangkutan dan harus memenuhi syarat-syarat
yang ketat dan berat serta harus melalui prosedure pengadilan guna
mencegah penyalah gunaan yang hanya akan menambah derita kaum
ibu dan akan menghancurkan kehidupan keluarga.

Poligami hanya diperkenankan dalam keadaan yang sangat
istimewa dan memang diperlukan demi keselamatan keluarga yang
bersangkuran, sebagai pernah dikatakanoleh saudara Menteri Agama
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Prof. Dr. Mukti Ali, bahwa poligami itu hanyalah merupakan pintu
darurat, yang tidak boleh dilalui, jika tidak dalam keadaan darurat,
demi keselamatan seluruh anggota keluarga.

Sesungguhnya terjadi atau tidaknya poligami dalam keluarga
banyak tergantung pada suasana keluarga yang bersangkutan. Karena
itu menjadi kewajiban dari suami isteri untuk tetap menjaga suasana
yang harmonis dan tenteram dalam membina rumah tangga, sehingga
kecenderungan untuk melakukan poligami itu tiada lagi. Saling
pengertian antara suami isteri serta kesadaran akan tanggungjwab
untuk membangun rumah tangga yang sejahter harus selalu
ditanamkan dalam kehidupan rumah tangga itu.

Saudara Ketua dan Sidang yang terhormat,

Kiranya tidaklah lengkap apabila dalam hubungan ini belum
menyinggung masalah perceraian.

YEPOSHOFY

i ha 1‘( m. suatu Kelparga maka dalam
hanyg S#jperkenankan apa q yarat-syarat yang telh

kan dip é \
' pﬁﬁian hanyatalry berdasarkang#”alasan-ala Q

h Undang} '\;"ifﬂ.",i gy Diluar $#Can-alasan
ak  bolet Y ¥ ‘/A Udang— ng mengadakan
yang i 9 alasantasan yang| dapat

di dal&pasal 39/ayat (2)

bn penjelasnnya. L O kg ’
Hal tersebut untukcymehnd) e Jperkawinan itu agdy jangan
aktu-waktu dapat ';n' ms]Bh tEgpdinya perceraian ta fpa alasan-
Y

itu tidak

a%n yang jelas dan 'sdi 'i'l‘ rﬁl""ﬁ-'dl yang demikigh
i dengan dasar kemghustag @h‘-!' adil dan beradab. /
Rrosedure  untuk _l}l o8 ;;“ perceraian

an pula, yakni harus théflui prosedur pengadilg
benar-benar dijamin ketentuan Undang

jftapun  telah
, agar dengan
ndang telah

\sekedar memberikan penegasan-penegaSan atas beberapa
asas yang diant :'?'man—;--.._..-—!!";‘/ Pembangunan
meminta perhatian sidang yang terhormat, bahwa apabila disana sini
dalam ketentuan RUU ini dijumpai kalusul-klausul yang memberikan
perkecualian apabila hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan mengatur lain, untuk tidak
memperlakukan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam RUU ini,
menurut pengertian Fraksi Karya Pembangunan hal tersebut adalah
dengan tujuan mendekatkan RUU ini dengan kesadaran hukum
masyarakat yang masih pluralistis ini.

Fraksi Karya Pembangunan menerima kenyataan itu, karena
menyadari bahwa suatu Undang-Undang adalah untuk dilaksanakan
oleh masyarakat, karena itu harus selaras dengan kesadaran hukum
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masyarakat serta dalam pada itu senantiasa memperhatikan
perkembangannya menuju tercapainya rumusan nusantara dibidang
hukum. Dalam hubungan perjuangan persamaan hak dan kedudukan
antara pria dan wanita dari mimbar ini Fraksi Karya Pembangunan
mengakui bahwa perjuangan belum berhasil sepenuhnya. Maka
menjadi kewajiban kita bersama-sama untuk terus menerus
memperjuangkannya sehingga berhasil sebagaimana yang dicita-
citakan. Perjuangan memerlukan ketabahan dan ketekunan, hasilnya
tergantung pada situasi dan kondisi masyarakat.

Maksud hati memeluk gunung, apadaya tangan tak sampai

Marilah dengan ketabahan dan ketekunan kita berusaha
merentangkan tangan sehingga dapar memeluk gunung yang kita cita-
citakan.

Saudara Ketua dan sidang yang terhormat

Betapapun baiknya g -Undang, namun apabila ada
peraturan-peraturan o/(' fina yang da1 maka segala kebaikan
itu tidak akan barydk menfaatnya bag1 arakat Ia hanya akan
merupakan // di atas kert yang tidak mwsihbuat arti apa-apa.

éﬁ""
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\
) fé‘ untuk
sebagaijp@laksana

disahkan menjadi

menjadi Undnag-Undang-dapatditaksiiakandengan baik.

Dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak akan terjadi
adanya kawin paksa, mempergunakan pintu darurat tidak dalam
keadaan darurat, hidup bersama antara pria dan wanita di luar
perkawinan oleh karena sulit mendapatkan pengesahan dan lain-lain
sebagainya.

Oleh karena itu sekali lagi Fraksi Karya Pembangunan mendesak
pada Pemerintah untuk sesegera mungkin mengeluarkan peraturan
pelaksanaannya.

Saudara ketua, wakil pemerintah, dan sidang yang terhormat

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan terdahulu,
dengan ini Fraksi Karya Pembangunan, menyatakan persetujuannya
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atas Rancangan Undang-Undang tentang Perkawinan untuk disahkan
menjadi  Undang-Undang, dengan beberapa tambahan dan
pengurangan serta perubahan-perubannya sebagaimana telah disetujui
bersama dalam pembicaraan tingkat III, antara Menteri Agama dan
Menteri Kehakiman selaku wakil Pemerintah dengan panitia kerja
RUU Perkawinan dalam rapatnya pada tanggal 20 Desember 1973.

Akhirnya Fraksi Karya Pembangunan menyampaikan terima kasih
atas perhatian sidang yang terhormat serta masyarakat ramai yang
dengan penuh perhatian mengikuti proses pembuatan RUU in, yang
hadir hari ini akan segera disahkan menjadi Undnag-Undang.

Fraksi Karya pembangunan dalam pandangan umum, menyampaikan

bahwa dalam RUU PerkawwasanYa Poligami hanya dapat
darurat yakni dedi

dilakukan pada saat keadae

, 1i§1ik1$ s Agakukan 3
ang be@?an dan harus memeﬁ@arat-
'd

ta harus m&lapatkan péryeiud i
~, T

bersangkutan, se

pihak-piha

pengadilan$efanya syara

bagi kaum iby/ dan akan

bersangkutan. K ntuk tetap menjaga

menj adi kewajiban dari su

suasana yang harmonis-dail-tenteram—datam—miCiabmd rumah tangga, sehingga

kecenderungan untuk melakukan poligami itu tiada lagi.
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3.1.2 Analisis Teori Pandangan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dalam
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Penyusunan Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

Politik hukum tentang Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya
juga mengatur mengenai perkawinan seorang pria yang mempunyai seorang istri
atau lebih (poligami) sangatlah panjang. Perbedaan pandangan antar fraksi DPR
RI dalam rapat kerja Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan tidak dapat dihindari, karena.setiap fraksi DPR RI mempunyai sudut
pandang masing-masing.ANdmun deng erbedaan pandangan tersebut,
islatu kesﬂAS]eBﬁt w..
/ ffican atu@@!r%kawinan yang sah meﬂl@

Politik Huél "-’s*u»\."":g afmi dalam %dang—Und Nomor 1

N

akhirnya tercapa at Indonesia sudah

ada sanksi bagi seorang
pasca terjadinya poligami sehingga posisi seorang isteri benar-benar lemah dan
tidak berdaya.

Berdasarkan risalah panitia khusus Rancangan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskannya pada pasal 3 ayat (1) bahwa pada

azasnya pada suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang
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istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Sementara pada
pasal 3 ayat (2) memberi izin kepada seorang suami untuk berpoligami, yang
mengatakan bahwa pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk
beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berwajib.
Sedangkan pada pasal 4 menjelaskan tentang persyaratan apabila seorang pria
ingin melakukan perkawinan poligami.

Dalam perumusan Undang-undang perkawinan tersebut terdapat pendapat

keluarga maupun nd eA&tB,# dilaran \
ini muncul/dari Fra&&ﬂsatuan Pembangunar%mengat an bahwa RUU
e

atur muldy)’ AN ) ang berkait$f” dengan dibblehkannya

gasih sayang dan
LRI | /
tempat perseffgian nilai-nilai kemaridsia afl yang adil dan berad#p.

Adanya pgluang poligami pada RUU Perkawinan id¥dalam rangka untuk

mengurangi angka kenaksiatail,—akan—tetapitetap~adanya aturan yang dalam
berpoligami, sehingga tidak bisa dilakukan dengan serta mesrta oleh seorang
suami.

Dengan memperhatikan pernyataan diatas, terlihat jelas bahwa fraksi

Persatuan Pembangunan dalam penyampaian pandangan terakhirnya mereka
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menginginkan azas poligami pada RUU Perkawinan ini dengan alasan untuk
mengurangi angka kemaksiatan.

Sedangkan fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan
fraksi Demokrasi Indonesia memberikan dukungan adanya poligami dengan
catatan diperketat syarat-syarat poligami selain itu juga poligami dapat dilakukan
hanya pada saat kondisi darurat/terpaksa demi menyelamatkan keluarga.

Sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Fraksi Karya
Pembanguan, mereka berp ahwa tujuan serta dasar dari perkawinan
yang tercantum dalam pa , hal terse berarti banyak apabila dalam
pasal-pasal lain tid &A&e@ﬁ—ke menghayatinya,

a lain ternyata dan dﬂ ya asas wiQnogami dalam

e

gaan dan kedudukan antara p dalam perkawinan
telah diperjuangkan oléh~traksiKarya-Pembaagunati, agar tuntutan yang sudah

mengalami proses perjuangan yang panjang itu benar-benar menjiwai RUU

tentang perkawinan yang sebentar lagi akan disetujui untuk disahkan menjadi
Undang-Undang ini.
Dilihat dari pandangan Fraksi Persatuan Pembangunan dan Fraksi Karya

Pembangunan sangat bertolak belakang dimana Fraksi Persatuan Pembangunan



.aC.1

ub

FEPOSHOFY

<
=
2
=
aa)

UNIVERSITAS

®

80

cenderung terhadap azas poligami dengan alasan untuk menyelamatkan keluarga
dan mengurangi kemaksiatan sementara itu azas monogami sangat dijunjung
tinggi oleh Fraksi Karya Pembangunan dengan tujuan pengakuan persamaan
hakiki antara pria dan wanita sesuai dengan dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab. Meskipun terdapat perbedaan yang sangat mencolok akhirnya RUU
Perkawinan tersebut di sahkan dengan jalan tengah diberikan syarat-syarat yang
ketat untuk seorang pria yang akan melakukan perkawinan poligami. Mengingat
sejak lama rakyat Indonesia menantikan-peraturan perkawinan yang sah menurut
Hukum Nasional. Sunary a- me sebagai alat sehingga
secara praktis po umﬁrk& 8 Qu sarana“dan langkah yang dapat

digunakan0fch pen@@ﬁh untuk menciptakanq@n hukumNnasional untuk
r'd

(78

Peraturan Daeraly, Partisipatif” yang mengatakan bahwa ateri muatan yang
terdapat dalam peraturan-peruadang-undangii-haruSnya mengandung asas-asas
6

antara lain:® Pengayoman, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kekeluargaan,

Kenusantaraan, Bhinneka Tunggal lka, Keadilan, Kesamaan Kedudukan dalam

5> C.F.G Sinaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,
Bandung: Alumni, 1991 Hlm 1

¢ Jazim Hamidi, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif. Jakarta: Prestasi Pustaka
Publisher. 2008 Hlm 20 - 23



.aC.1

ub

FEPOSHOFY

<
=
2
=
aa)

UNIVERSITAS

81

Hukum dan Pemerintahan, Ketertiban dan Kepastian Hukum, Adanya
Keseimbangan, Keserasian; dan Keselarasan.

Dalam menyampaikan pendangannya, semua fraksi DPR RI secara garis
besar mereka menginginkan terbentuknya RUU Perkawinan ini yang
mencerminkan kemanusiaan yang berfungsi memberikan jaminan perlindungan
dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga
Negara dan penduduk terutama untuk kaum wanita. Sesuai dengan pendapat Jan

Id be generally defines as those

1 our nature and w

Materson dalam ungkapan yaitu Huu

rights which are inheren \
01 adal lekat dalam diri
ada él\ﬂ%Mye}B Qara in mele 2.1 alam diri

manusia, d ‘a hﬁ!manusia tidak dapat }%b
7

Akhirnya séla fraksi DERERmERyetujui RE& Perkawinap)ini dengan

human being (HA

ketat bagi

1/ (poligami).

A T O A

sesuai dengan pendapa a yang berjudul ‘“Masalah
Hukum Perdata Islam di Indonesia” bahwa Agar hal-hal yang bersifat negatif itu
tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang,

undang-undang perkawinan ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan

yang demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal dalam membatasi kawin
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lebih dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu.” Dengan

FEPOSHOFY

pengambilan keputusan serta persetujuan dari Fraksi DPR seperti di atas itulah
yang mengakibatkan inkonsistensi hukum dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 3 ayat 2,
dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

awalnya berasas kan monogami berubah menjadi asas poligami.

3.2 Solusi Pengaturan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan

Dalam penyusunai

el poh%“ ASalBW{ haxgs,_sesuai dengan asas-

asas muataf) ang undangan ya1tuﬂ gayoma

Kenusantaraan ‘Wang senantiasa memperhatikan seluruh//kepentingan Negara
dengan 'B'-'------:-----—-m onal~dan Pancasila; f). Bhinneka
Tunggal Ika sebagai cara untuk memperhatikan keberagaman penduduk, agama,
suku, dan golongan; g). Menempatkan keadilan secara proporsional bagi setiap
warga-negara tanpa terkecuali; h). Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan

Pemerintahan, setiap pengambilan keputusan tanpa membedakan latar belakang

7 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006, Hal
10
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(agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial); i). Ketertiban dan
Kepastian Hukum, dapat membawa dampak ketertiban dalam masyarakat melalui
jaminan adanya kepastian hukum; dan j). Adanya Keseimbangan, Keserasian;
dan Keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan
kepentingan bangsa dan Negara. Pada dasarnya penyusunan Undang-Undang
Perkawinan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan penghormatan hak
asasi manusia kepada kaum wanita dengan perwujudan pengakuan persamaan

hakiki antara pria dan wanita sesuaizdengan dasar kemanusiaan yang adil dan

beradab.

Selain

/ Sesuai ﬂA&gB paikan
Bersenjata/REpublik @Q"ﬂesm (ABRI) Menduﬁ@d

pelakséfaan pohé secara ke |r""'i,,." A8 DemokrM Indonesia

artabat seorang wanita dan
agar seorang suami tidak semaunya sendiri dalam melakukan poligami, sehingga
perlu perhatian secara khusus dan ketat. Seperti yang telah disampaikan oleh
Bernald L Tanya yaitu memberikan perlindungan, mewujudkan keadilan, dan

menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan.
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Dalam penyusunan RUU perkawinan kedepannya meskipun sudah sesuai
tetapi alangkah baiknya lebih jauh menekankan lagi pada aspek Hak Asasi
Manusia. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak seorang istri dimana seorang
suami yang akan melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain. Dalam hal ini
izin seorang istri haruslah dijadikan hal yang utama untuk melakukan perkawinan
poligami. Dalam penyusunan RUU perkawinan ini kurang memperhatikan

dampak poligami kedepannya yang dialami oleh seorang istri maupun rumah

710

tangganya. Sebab melihat asas pe yang diatur dalam Undang-Undang

L\

onog%r\'QASarBegk perkatwinan yang ideal dalam
mm&@[ﬁ suatu rumah tangg% R i

( 2

a hanya t%pat satu sud} ) Sty istri, seﬁ'ﬁgga dalamr?

W nya teffokus diberikan kepada

iri ba da tahun 7 Juni 1993. UnyGk
merevisi Undang-Undang=pe »'um---m-—:---- poligami harus

menyertakan perwakilan dari KOMNAS HAM. Tujuanya adalah dalam
menangani masalah poligami dalam Undang-Undang tersebut aspek Hak Asasi
Manusia lebih ter back up sehingga tidak menimbulkan pandangan-pandangan
yang merugikan hak dari seseorang. Undang-undang bersifat fleksibel dimana

peraturan dalam undang-undang itu harus sesuai dengan keadaan masyarakat yang
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ada. Mungkin pada tahun 1974 undang-undang tersebut dirasa tidak ada masalah
yang bertentangan dengan keadaan masyarakat, dan untuk saat ini dengan adanya
perkembangan dan kemajuan-kemajuan yang ada di dalam masyarakat undang-
undang perkawinan ini dirasa mulai menuai kritik dan masalah. Mengingat tujuan
undang-undang yang utama adalah untuk melindungi masyarakat demi tujuan
negara, maka undang-undang perkawinan khusunya masalah poligami ini perlu
adanya revisi. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahfud MD yang mengatkan

bahwa Politik hukum m..- olicy atau Undang-Undang (kebijakan)

resmi tentang hukum yangZafan diberlakukan ba pembuatan hukum baru
rangka

maupun dengan p 1an“LAlslaB @

Sncapai tujuan negara.®

UN;
'%
i

A

8 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pres. 2010 Hal 1
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BAB 1V

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dalam penyusunan RUU Perkawinan , hanya fraksi Persatuan Pembangunan
yang menyampaikan pandangan terakhirnya dengan memberikan kemudahan
poligami untuk alasan demi menghindari perzinahan yang dilarang oleh agama,

SCLITE

sedangkan fraksi Angkatan Beg a Republik Indonesia (ABRI), fraksi

yang '"‘dllu-nn:'lln'n“‘ d

dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Pasal 3 ayat 1, Pasal 3 ayat 2,

awalnya berasas kan monogami berubah menjadi asas poligami.
2. Penyusunan Undang-Undang tentang Perkawinan kedepannya harus memenuhi
semua asas-asas muatan materi perundang-undangan yang ada. selain itu juga

harus memperketat syarat-syarat untuk suami yang akan melakukan poligami.
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Dalam penyusunan RUU Perkawinan kedepannya juga diharapkan menyertkan

repository

perwakilan dari KOMNAS HAM vyang bertujuan agar aspek Hak Asasi
Manusia pada masalah poligami dalam Undang-Undang tersebut lebih ter back
up sehingga tidak menimbulkan pandangan-pandangan yang merugikan hak
dari seseorang atau salah satu jenis kelamin saja. Mengingat tujuan undang-
undang yang utama adalah untuk melindungi masyarakat dan untuk tujuan

Negara.

1.2 Saran

a progﬁlﬁssi B#I dihara dapat memberikan

@R\yusunan Undang—Ur%erkawin
’ r'd
Q)
~ &7 AN ‘

-~

N
z
=
2
2
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